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BABII

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan dengan letak yang sangat strategis
berada pada bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat. Pada sebelah utara,
Kabupaten ini berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan laut Natuna. Pada
sebelah selatan berbatasan dengan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang,
Kabupaten Bengkayang dan Serawak di sebelah timur serta Laut Natuna disebelah barat.

Gambar 11.2.1
Peta Kabupaten Sambas

Bila digambarkan dengan koordinat, Kabupaten Sambas berada pada 0°57'29,8"
Lintang Utara serta 2°04'53,1” LintangUtara dan 108°54',17,0” Bujur Timur serta
109°45',56" Bujur Timur. Dengan luas daratan adalah 6.395,70 Km? atau sekitar 4,36
persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas memiliki panjang
pantai £198,76 km; perbatasan negara #97 km; dan perairan laut seluas 1.467,84 Km?.
Kecamatan terluas di Kabupaten ini adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas
1.391,20 Km? atau 21,75 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga

dengan luas sebesar 82,75 Km? atau 1,29 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas.
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Grafik I1.2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan (Km2)
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Grafik 11.2.2
Banyaknya Desa Dan Dusun Di Kabupaten Sambas
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Selain itu, Kabupaten Sambas sebanyak memiliki 6 pulau yang tersebar pada 3
kecamatan yaitu Jawai Selatan, Paloh dan Sambas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini:
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Tabel 11.2.1

Pulau-Pulau Di Wilayah Kabupaten Sambas

No Kecamatan / Koordinat Geografis Keterangan
Nama Pulau Lintang Bujur
1 Jawai Selatan:
1. Pulau Belacan 01°11'43" LU 108°58'06" BT = TBP, Batuan Cadas, Pohon, terdapat

2. Pulau Pikah

3. Pulau Pontianak

2 Paloh:
1. Pulau TUA

01°12'22" LU

01°16'10" LU

01°43'29" LU

108°57'22" BT

108°58'59" BT

109°15'24" BT

mercusuar dibangun 2008, luas 900 m?2.
TBP, Batuan Cadas, Pohon Bakau dan
Kelapa. Keliling sekitar 200 m dimiliki oleh
masyarakat, potensi pariwisata.

TBP, Batuan Cadas, Pohon Mangga dan
Kelapa. Keliling sekitar 5.200 m dimiliki
oleh masyarakat. Dibawah laut terdapat
kerang langka namanya kerang putting
beliung (di Indonesia hanya terdapat di
Sambas dan Bali), potensi pariwisata.

TBP, Pohon Kelapa dan Cemara, pada bula
tertentu tempat penyu bertelur (april-

juni), potensi pariwisata.

2. Pulau Selimpai  01°49'19" LU 109°20'6" BT Pohon Kelapa dan Cemara, penghuni
sekitar 20 KK, tempat pengkaran penyu,

sebagai obyek pariwisata, luas 10 ha.
3 Sambas:

1. Pulau Bungin 01°23'24" LU 109°14'36" BT TBP, pantai Bakau terdapat daratan

ditengahnya.
Ket : TBP = Tidak berpenghuni.
Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar
(kelerengan 0 % - 15 %) dengan luas468.196 hektar atau 67,59 %, dan luas wilayah
dengan kelerengan 15 % - 40 % adalah 160.396 hektar atau 25,08 %, sedangkan kelas
lereng > 40 % seluas 46.832 hektar atau 7,3 %. Ketinggian wilayah berbeda berdasarkan
kecamatan. Ketinggian 0-7m dpl terdapat: Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau,
Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 m dpl terdapat:Kecamatan Sejangkung,
Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk Keramat. Ketinggian 26-100m
dpl Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh.

Dilihat dari tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kabupaten Sambas
terdiri dari tanah aluvial yang meliputi areal sebesar 230,63 ribu hektar atau sekitar 36,06
persen dari luas daerah yang 0,64 juta hektar dan selanjutnya tanah podsolid merah kuning
sekitar 157,32 ribu hektar atau 24,60 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan.

Dari sisi suhu, pada tahun 2011 berdasarkan data dari stasiun meteorologi Paloh,
suhu udara rata-rata berkisar antara 23,53 °C sampai 31,74 °C. Suhu udara maksimum

terjadi pada bulan Mei dan Juli yaitu sebesar 33,00 °C, sedangkan suhu minimum terjadi
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pada bulan Pebruari sebesar 22,90 °C.

Sementara itu, curah hujan di Kabupaten Sambas relative tinggi. Kecamatan Sambas
misalnya, curah hujan bulanan mencapai 284,08 milimeter per bulan atau 3.409 milimeter
pertahun, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Jawai Selatan dengan rata-
rata 71,25 milimeter per bulan. Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan
Desember 2012 di Kecamatan Tebas mencapai 596 milimeter. Pada tahun 2012, jumlah
Hari Hujan Tertinggi terjadi di Kecamatan Sejangkung mencapai 235 hari hujan atau rata-
rata 20 hari hujan per bulan. Rata-rata bulanan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan
Desember di Kecamatan Sejangkung, Tekarang, Sambas dan Galing yaitu mencapai 30, 28
dan 24 hari hujan.

Grafik I1.2.3
Luas Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian
di Kabupaten Sambas Tahun 2010 - 2012
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Sumber : Sambas Dalam Angka 2013

Dari sisi penggunaan lahan, sampai dengan tahun 2012, lahan pertanian di
Kabupaten Sambas mencapai 45,94 persen atau seluas 293.843 ha dimana, lahan sawah
seluas 65.883 ha dan lahan bukan sawah seluas 227.960 ha. Sementara itu, lahan bukan
pertanian seluas 345.727 ha yang terbagi menjadi lahan untuk rumah, bangunan,
halaman; hutan negara, rawa-rawa; jalan, sungai, lahan tandus, dll masing-masing seluas
30.945 ha, 194.249 ha, 17.799 ha, dan 102.734 ha. Pada tahun 2012 terlihat bahwa
penggunaan lahan terluas adalah untuk penggunaan lahan bukan pertanian.

Luas lahan pertanian untuk sawah terluas berada di Kecamatan Teluk Keramat yaitu
7.006 ha, diikuti Kecamatan Tebas 6.090 ha, Kecamatan Jawai 5.433 ha, Kecamatan
Selakau 4.535 ha, dan terkecil di Kecamatan Sajingan Besar 1.383 ha, sedangkan lahan
pertanian bukan sawah terluas berada di Kecamatan Subah seluas 47.589 ha, diikuti
Kecamatan Tebas 22.303 ha, Kecamatan Paloh 21.425 ha, Kecamatan Galing 18.196
ha, Sejangkung 17.032 ha, dan terkecil Kecamatan Semparuk 1.694 ha. Sementara itu,

luas lahan bukan pertanian terluas di Kecamatan Sajingan Besar seluas 128.035 ha,

Bab 11 | 4



[8  Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Kecamatan Paloh 89.790 ha, Kecamatan Teluk Keramat 32.730 ha, Kecamatan Subah 14.524
ha, dan terkecil Kecamatan Jawai Selatan 221 ha.

Tabel 11.2.2
Luas Lahan Pertanian Dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sambas Tahun 2012 (Ha)

Kecamatan Luas Lahan Pertanian Luas Lahan Jumlah
Sawah Bukan Sawah Bukan Pertanian
1 2 3 4 5
Selakau 4,535 4,506 3,910 12,951
Selakau Timur 2,895 4,120 9,284 16,299
Pemangkat 2,089 5,582 3,429 11,100
Semparuk 3,930 1,694 3,391 9,015
Salatiga 2,841 1,924 3,510 8,275
Tebas 6,090 22,303 11,171 39,564
Tekarang 2,177 4,599 1,540 8,316
Sambas 2,504 16,224 5,938 24,666
Subah 2,342 47,589 14,524 64,455
Sebawi 1,790 9,647 4,708 16,145
Sajad 1,454 3,388 4,652 9,494
Jawai 5,433 10,448 3,518 19,399
Jawai Selatan 3,668 5,462 221 9,351
Teluk Keramat 7,006 15,707 32,730 55,443
Galing 3,426 18,196 11,678 33,300
Tangaran 4,395 8,412 5,860 18,667
Sejangkung 4,256 17,032 7,838 29,126
Sajingan Besar 1,383 9,702 128,035 139,120
Paloh 3,669 21,425 89,790 114,884
Kabupaten Sambas 65,883 227,960 345,727 639,570

Sumber : Sambas Dalam Angka 2013

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
Didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas Tahun 2012 - 2032, dijelaskan
bahwa berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka ada beberapa
kawasan strategis yakni :
1. Dari sudut kepentingan ekonomi kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten Sambas, yaitu :
Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar;
b. Kawasan Perkotaan Sambas;
c. Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) yang meliputi Kecamatan Tebas dan
Kecamatan Galing;
d. Kawasan Minapolitan budidaya di Kecamatan Jawai Selatan dengan hinterland

Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Jawai; dan
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e.

Kawasan Minapolitan penangkapan di Kecamatan Pemangkat dengan hinterland

Kecamatan Selakau;

2. Dari sudut kepentingan sosial budaya yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten

Sambas yaitu :

a.

Kawasan Waterfront City dan Komplek Istana Kesultanan Sambas (Istana

Alwatzikoebillah, Masjid Jami’, dan Makam Raja-raja Kesultanan Sambas); dan

Kawasan Wisata meliputi: Pantai Sinam di Kecamatan Pemangkat, Pantai Putri

Serayi di Kecamatan Jawai Selatan, Danau Sebedang di Kecamatan Sebawi, Pantai

Temajuk di Kecamatan Paloh, dan Riam Merasap di Kecamatan Sajingan Besar.

3. Dari kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka ada beberapa kawasan

strategis pendayagunaan sumber daya alam/teknologi tinggi yang layak ditetapkan

dalam RTRW Kabupaten Sambas, yaitu :

a.

Kawasan Industri Semparuk (KIS);

b. Terminal khusus dan kawasan industri Tanjung Api di Kecamatan Paloh.

C.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah dengan hinterland terletak di Kecamatan Sajad

dan Kecamatan Sejangkung.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Gerbang Mas Perkasa Sebunga dengan hinterland di

Kecamatan Paloh, Galing, dan Sejangkung.

4. Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang layak

ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sambas, yaitu:

a.

Kawasan Kebun Raya Sambas di Kecamatan Subah;

b. Kawasan ekosistem Tanjung Belimbing di Kecamatan Paloh; dan

C.

Kawasan ekosistem Gunung Bentarang di Kecamatan Sajingan Besar.

Gambar I1.2.2
Peta Rencana Kawasan Strategis

Sumber : Lampiran Raperda Kab. Sambas Tahun 2012 Tentang RTRW Kab. Sambas 2012-2032
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2.1.1.3 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2012 diperkirakan sebanyak
501.761 jiwa dengan populasi penduduk laki-laki diperkirakan berjumlah 246.805 jiwa,
sedangkan penduduk perempuan berjumlah 254.956 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dengan rincian
total kelompok umur 0-9 tahun sebanyak 58.609 orang (urutan pertama terbesar), total
kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 57.436 orang (urutan kedua terbesar) , total kelompok
umur 10-14 sebanyak 52.790 orang (urutan ketiga terbesar).

Kepadatan penduduk sekitar 78 jiwa/km? atau 2.727jiwa per desa. Penyebaran
penduduk di Kabupaten Sambas tidak merata antar kecamatan yang satu dengan yang
lainnya. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan
penduduk tertinggi yaitu 402 jiwa/km? Sebaliknya Sajingan Besar dengan luas sekitar
21,75% dari total wilayah Kabupaten Sambas hanya dihuni 7 jiwa/km?.

Grafik 11.2.4
Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012
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Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,54 persen. Laju pertumbuhan penduduk
Kecamatan Tangaran adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di

Kabupaten Sambas yakni sebesar 2,79 persen. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan
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Pemangkat dan Sajad yaitu sebesar -0,01 persen. Kecamatan Tebas berada pada urutan

pertama dari jumlah penduduk yaitu sebesar 64.253 jiwa, namun dari sisi laju

pertumbuhan penduduk masih berada di bawah laju pertumbuhan Kabupaten Sambas

yaitu 0,48 persen.
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Sumber : Sambas Dalam Angka 2013

Tabel 11.2.3
Jumlah Luas
Penduduk Wilayah
(Jiwa) (Km?)

2 3
30.447 129,51
10.540 162,99
44.579 111,00
24.043 90,15
14.704 82,75
64.253 395,64
13.627 83,16
46.589 246,66
17.422 644,55
15.892 161,45
9.934 94,94
34.777 193,99
17.407 93,51
58.275 554,43
19.585 333,00
22.000 186,67
23.122 291,26
10.429 1.391,2
24136  1.148,84
501.761 6.395,70

Kepadatan
(Jiwa/Km?)

78

235
65
402
267
178
162
164
189
27
98
105
179
186
105
59
118
79
7
21

Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(%)
5
0,60
1,59
-0,01
0,56
0,11
0,48
1,20
1,70
-0,29
0,90
-0,01
-0,36
-0,69
-0,33
-0,17
2,75
1,71
2,79
0,49
0,54

Menurut data BPS Kabupaten Sambas, Angkatan Kerja penduduk yang berumur 15 tahun

keatas berjumlah 258.379 orang, terdiri dari yang bekerja berjumlah 250.333 orang dan

pengangguran terbuka berjumlah 8.046 orang sedangkan bukan angkatan kerja berjumlah

77.661 orang.
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Tabel 11.2.5
Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 tahun Keatas
Berdasarkan Jenis Kegiatan Utama dan JenisKelamin

Tahun 2012
. . Jenis Kelamin
No. Jenis Kegiatan Laki-laki Perempuan Jumlah
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke 162.581 173.459 336.040
Atas

1. Angkatan Kerja 141.885 116.494 258.379

Tingkat Partisipasi Angkatan 87,27 67,16 76,89
Kerja (%)
Bekerja 136.438 113.895 250.333
Pengangguran Terbuka 5.447 2.599 8.046
Tingkat Pengangguran 3,84 2,23 3,11
Terbuka (%)

2. Bukan Angkatan Kerja 20.696 56.965 77.661
Sekolah 11.323 11.172 22.495
Mengurus Rumah Tangga 2.014 40.311 42.325
Lainnya 7.359 5.482 12.841

Sumber : Badan Pusat Statistik (Sakernas Agustus 2012)

Tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang bekerja di lapangan wusaha
pertanian/perkebunan sebanyak 5.601 orang bertambah sebesar 3.697 orang dari tahun
2010, namun angka tersebut tidak bertambah sejak tahun 2011. Sementara itu penduduk
yang dipekerjakan pada sektor pertambangan bertambah dari 57 orang pada tahun 2011
menjadi 72 orang pada tahun 2012. Begitu pula di sektor jasa perusahaan, jasa sosial
perorangan dan sektor bangunan yang mengalami pertumbuhan serapan tenaga kerja.
Sedangkan sektor industri, listrik, pengangkutan dan perdagangan mengalami stagnan.

Tabel 11.2.4
Jumlah Tenaga kerja Dipekerjakan Pada Perusahaan
Menurut Lapangan Usaha

No. Lapangan Usaha Jumlah 2010 2011 2012
Perusahaan
1. Pertanian/Perkebunan 17 1.904 5.601 5.601
2. | Pertambangan 1 - 57 72
3. | Industri 49 406 391 391
4, | Listrik 1 57 46 46
5. Bangunan 18 178 178 181
6. Perdagangan 45 181 186 186
7. Angkutan 3 18 18 18
8. Jasa Perusahaan 8 125 69 83
9. Jasa Sosial Perorangan 17 - 165 183
159 2.869 6.525 6.761

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas
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Masalah ketenagakerjaan tidak berhenti pada penciptaan lapangan pekerjaan namun
juga menjaga agar tenaga kerja terlindungi hak-haknya. Pemutusan hubungan kerja (PHK)
menjadi ancaman bagi para pekerja. Kasus PHK dalam tiga tahun terakhir berbeda setiap
tahunnya begitu juga jumlah tenaga kerja yang di PHK. Selain masalah PHK, para tenaga kerja
juga masih menghadapi minimnya upah yang diterima. Namun demikian rata-rata upah
minimum kabupaten masih dibawah rata-rata kebutuhan hidup minimum.

Angka pekerja dengan upah sesuai UMR tahun 2013 sebesar 25 % turun 5 % dari
tahun sebelumnya. Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR tahun 2013 sebesar
Rp. 1.200.000,- bertambah sebesar Rp. 200.000,- dari tahun 2012.

Tabel 11.2.5

Ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas

o ©® NGk

Jenis Data 2011 2012 2013
1. - Rata- rata upah minimum Regional (Rp) 868.400 945.000 1.122.500
Rata-rata kebutuhan hidup minimum (Rp) 1.185.527 1.185.527 1.623.135
2. | TKI Di Luar Negeri (orang) 813 706 286
Tenaga kerja wanita 440 437 188
Tenaga kerja pria 373 269 98
3. |PHK
Kasus PHK 9 2 5
Orang Terkena PHK 10 2 14
Angka pekerja dengan Upah sesuai UMR (%) 35 30 25
Rasio Rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR (Rp) 900.000 1.000.000 1.200.000
Angka rata-rata jam kerja 7 7 7
Angka partisipasi pekerja peserta Astek (%) 55 75 55
Angka partisipasi perusahaan peserta Astek 50 60 60
Angka partisipasi Jamsostek (%) 55 75 75
10. Angka partisipasi perusahaan peserta Jamsostek (%) 50 60 60

Sumber : Dinas Sosnakertransos (Agustus 2013)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupaka aparatur pemerintah yang bertugas sebagai
abdi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Keberadaan PNS sebagai SDM dalam pemerintahan menjadi pilar pelaksanaan
pembangunan. Oleh karena itu diperlukan PNS yang berkualitas agar pembangunan dapat
berjalan baik. Adapun jumlah PNS di Kabupaten Sambas tahun 2012 sebanyak 7.722 orang

dengan komposisi sebagai berikut :
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Grafik 11.2.5
Jumlah PNS Dan CPNS Berdasarkan Kualifikasi Golongan
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Sumber : BKD Kab. Sambas

Adapun jumlah PNS menurut tingkat pendidikan pada tahun 2012 Pasca Sarjana (52)

sebanyak 72 orang, Sarjana (S1) sebanyak 2.176 orang, Diploma sebanyak 2.739 orang dan

SLTA sederajat sebanyak 2.735 orang.

SD

SMP

SMA

D.I

D.II
D.III/SARMUD
D.IV

S.1

S.2

S.3

Sumber :BKD Kab. Sambas

Tabel 11.2.6
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan (orang)

157
174
3.227
255
2.118
539
17
1.393
49

137 113
153 128
2.872 2.494
225 201
2.144 1.868
590 638
15 32
1.735 2.176
89 72

Pendidikan menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya untuk menjadi bangsa yang

maju. Demikian

juga Pemerintah Kabupaten Sambas senantiasa terus

meningkatkan pendidikan di masyarakat.

berupaya
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Tabel 11.2.7
Jumlah Sekolah, Jumlah Siswa/Mahasiswa, Jumlah Guru/Dosen
Negeri Dan Swasta

JUMLAH JUMLAH SISWA/ JUMLAH GURU/ DOSEN
SEKOLAH (Unit) MAHASISWA (orang) (orang)
NO SEKOLAH TAHUN TAHUN TAHUN
2010 | 2011 | 2012 | 2010 2011 2012 | 2010 | 2011 2012

1. |PAUD 224 260 266 5.563 7.626| 21.666| 508 596 688
2. |TK 59 69 58 2413 3.077 2413| 203 239 177
3. |SLB 1 1 1 30 33 35 6 7 7
4. |SD 402 403 403 | 72.677| 72.429| 72.429| 4.228| 4.724 4.152
5. |[SLTP 104 101 111| 22.457| 21.012| 21.739| 1.593| 1.250 1.551
6. |SLTA 25 26 29| 7390 7.426| 8420 524 423 417
7. |SMK 19 20 20| 4.263| 4281 4474| 350| 215 399
8. | Perguruan Tinggi 1 1 1 107 131 136 56 56
9. |Lembaga Pendidikan 19 19 14 508 570 23 28

Keterampilan

Perguruan Agama :

1 |[RA 5 4 5 149 164 403 20 24
2. |MI 44 45 44 5.989 6.011 6.383| 488 591 614
3. |MTs 22 22 21 2.487 2.395 2412 | 321 334 334
4. |MA 7 7 3 750 561 701| 132 130 134
5. |Perguruan Tinggi 1 1 1 861 809 52 60

Agama Islam

(IAIN/STAIN/ UNIV)
6. | Perguruan Tinggi 1 1 1

Agama Kristen/

Teologi

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sambas

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.21 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A.  Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sambas
A.1. PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) 2000

Pada tahun 2012 Nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK mengalami peningkatan
dibanding tahun 2011. Pada tahun 2011 Nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK tercatat
3.101.957,38 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.284.446,93
juta rupiah. Dari sisi pertumbuhan, Nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK juga meningkat.
Jika pada tahun 2011 pertumbuhan tercatat 5,80 %, maka pada tahun 2012
pertumbuhannya menjadi 5,88 %. Jika dilihat dari kontribusi sektoral, sektor pertanian
masih merupakan kontributor utama Nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK. Selain itu

sektor perdagangan, hotel dan restoran juga masih cukup dominan.
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Tabel 11.2.8
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Sambas ADHK 2000
(Jutaan Rupiah)
Lapangan Usaha 2009 2010 2011%) 2012%*)
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1. Pertanian 1.310.309,13 47,28 1.386.563,95 47,29 1451.699,96 46,80 1.519.422,76 4626
2. Pertambangan dan Galian 5.581,21 0,20 6.088,49 0,21 7.066,80 0,23 8.045,11 0,24
3. Industri Pengolahan 253.996,07 9,16 263.281,64 8,98 280.838,13 9,02 295.410,68 8,99
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 7.043,24 0,25 7.409,05 0,25 8.979,83 0,26 8.450,62 0,26
5. Bangunan 70.577,41 2,55 76.753,56 2,62 85.502,79 2,76 95.962,00 2,92
S P:;:t‘;‘ﬂ‘l‘lgan' b ks 76617434 27,65 81797950 27,90  874.676,78 2820 93618667 2850
7. Pengangkutan dan 100.319,65 362  105.310,19 359  112.09851 361  119.775,92 3,65
Komunikasi
£ GUEMEI) (EEEURENCED  qqm e 427  123.605,43 422 131.303,87 423 139.440,11 4,25
Jasa Perusahaan
9.Jasa-Jasa 139.050,70 5,02 144.794,78 4,94 151.790,70 4,89 161.753,06 4,92
PDRB ADHK 2.771.435,43 100  2.931.776,59 100 3.101.957,38 100 3.284.446,93 100

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Sambas 2008-2012
Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Sambas menurut lapangan usaha ADHK
diperkirakan mencapai 3.600.510,27 juta rupiah, sedangkan tahun 2015 diperkirakan
mencapai 3.764.725,44 juta rupiah. Berdasarkan hasil proyeksi 2015 kontribusi terbesar
dalam PDRB berasal dari sektor pertanian dan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
masing-masing sebesar 45,70%; dan 29,23%. Sementara, kontribusi terendah berasal
dari sektor Listrik, gas dan air minum serta sektor Pertambangan dan galian, yaitu
diperkirakan sebesar 0,27% dan 0,29%.

Tabel 11.2.9
Proyeksi Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Sambas
Berdasarkan lapangan Usaha ADHK 2000 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha 2013p) 2014p) 2015p)
(Rp) % (Rp) % (Rp) %
1. Pertanian 1.589.949,95 46,22  1.659.113,50 4596  1.728.277,07 45,70
2. Pertambangan dan Galian 8.678,87 0,26 9.461,35 0,27 10.243,83 0,29
3. Industri Pengolahan 305.450,20 8,85 318.089,48 8,77 330.728,76 8,69
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 8.866,91 0,26 9.320,19 0,27 9.773,47 0,27
5. Bangunan 102.051,89 3,01 109.855,80 3,12 117.659,70 3,24
6. Perdagangan, Hotel dan restoran 984.262,58 28,72  1.037.848,35 28,98  1.091.434,12 29,23
7. Pengangkutan dan Komunikasi 124.526,38 3,62 130.473,62 3,62 136.420,86 3,62
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 144.515,98 4,20 150.910,63 4,18 157.305,30 4,16
Perusahaan
9.]asa-Jasa 167.992,39 4,88 175.437,35 4,85 182.882,33 4,83
PDRB ADHK 3.436.295,13 100 3.600.510,27 100 3.764.725,44 100

Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas, Januari 2014.
Keterangan : p) proyeksi
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A.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Sebagai daerah agraris dengan jumlah penduduk bermata pencaharian pokok
pertanian sudah sewajarnya dalam struktur perekonomian Kabupaten Sambas didominasi
oleh sektor pertanian. Struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh
3 sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor
Industri Pengolahan. Selama 4 tahun terakhir, peranan ketiganya terhadap PDRB
Kabupaten Sambas mencapai lebih dari 81,41 %. Sektor pertanian merupakan sektor yang
paling besar memberikan sumbangan bagi pertumbuhan PDRB Kab Sambas (39,77%) dan
selama kurun waktu 2009 - 2012 peranannya perlahan-lahan terus berkurang.

Sektor ekonomi berikutnya yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten
Sambas setelah sektor pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini
merupakan kegiatan penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa.
Secara keseluruhan sektor ini menyumbang sebesar 30,37 % bagi perekonomian
Kabupaten Sambas tahun 2012. Angka tersebut terus mengalami kenaikan mulai dari
tahun 2009. kenaikan tersebut terutama didorong oleh menaiknya peranan sub sektor
perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 30,05 %.

Kontribusi terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kab Sambas adalah sub sektor
industri pengolahan. Peranan sektor ini terhadap PDRB Kab Sambas tahun 2012 mencapai
11,27 %. Jika dicermati pernananya selama 4 tahun terakhir ini terlihat adanya
peningkatan peranan. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peranan industri non
migas, sementara itu sektor ekonomi yang masih memberikan kontribusi relatif kecil
terutama pertambangan dan galian; listrik gas dan air bersih. Kedua sektor tersebut pada
tahun 2012 hanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,33% dan 0,34 %.

Tabel 11.2.10
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Sambas ADHB

(Jutaan Rupiah)
Lapangan Usaha 2009 2010 2011%) 2012**)
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp)
1. Pertanian 2.227.309,91 42,41  2.498851,66 42,32  2.762.259,71 41,22  2.974.52548
2. Pertambangan dan 14.587,81 0,28 17.006,94 0,29 22.223,04 0,33 24.464,30
Galian
3. Industri Pengolahan 545.503,53 10,39 599.617,23 10,16 721.348,48 10,77 843.079,73
4. Listrik, Gas dan Air 18.102,53 0,34 21.279,05 0,36 22.917,05 0,34 25.204,51
Bersih
5. Bangunan 150.501,16 2,87 174.034,74 2,95 202.617,40 3,02 231.154,65
6. Perdagangan, Hotel 1.532.773,37 29,19  1.734.368,61 29,38 2.003.078,05 29,89  2.271.556,08
dan restoran
7. Pengangkutan dan 213.110,85 4,06 240.700,19 4,08 271.469,02 4,05 308.454,22

Komunikasi

%

39,77
0,33

11,27
0,34

3,09
30,37

4,12
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Lapangan Usaha 2009 2010 2011%) 2012**)
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
8. Keuangan, Persewaan 253.873,08 4,83 286.865,71 4,86 328.768,45 4,91 370.044,65 495
dan Jasa Perusahaan

9. Jasa-Jasa 295.807,25 5,63 33.371,10 5,61 365.963,11 5,46 430.157,80 5,75
PDRB ADHK 5.251.569,27 100,00 5.904.09523 100,00 6.700.634,31 100,00 7.478.641,43 100

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Sambas 2008-2012

Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

Pada tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten Sambas menurut lapangan usaha ADHB
diperkirakan mencapai 8.119.472,22 juta rupiah, tahun 2014 diperkirakan mencapai
8.825.376,88 juta rupiah, sedangkan tahun 2015 diperkirakan mencapai 9.531.321,57 juta
rupiah. Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2013, 2014 dan 2015 kontribusi terbesar
dalam PDRB ADHB berasal dari sektor pertanian, dan sektor Perdagangan, Hotel, dan
Restoran, serta sektor industri pengolahan masing-masing sebesar 39,58%; 3,88%;
38,18%, dan30,64%; 31,00%, 31,37% serta 11,14%; 11,31%; 11,47 %.

Sementara, kontribusi terendah berasal dari sektor pertambangan dan galian serta
sektor Listrik, Gas dan Air bersih yaitu diperkirakan sebesar 0,36%; 0,39% dan 0,41% serta
0,34%; 0,34% dan 0,34%

Tabel 11.2.11
Proyeksi Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Sambas
Berdasarkan lapangan Usaha ADHB (Jutaan Rupiah)
Lapangan Usaha 2013p) 2014p) 2015p)
(Rp) % (Rp) % (Rp) %
1. Pertanian 3.240.159,61 39,58  3.489.724,70 38,88  3.739.329,78 38,18
2. Pertambangan dan Galian 28.082,20 0,36 31.466,90 0,39 34.851,61 0,41
3. Industri Pengolahan 901.802,94 11,14 988.649,29 11,31 1.075.495,64 11,47
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 27.696,50 0,34 30.033,26 0,34 32.370,03 0,34
5. Bangunan 254.426,78 3,18 280.088,10 3,26 305.749,42 3,34
6. Perdagangan, Hotel dan restoran 2.472.106,30 30,64 2.703.310,99 31,00 2.934.515,68 31,37
7. Pengangkutan dan Komunikasi 333.236,56 4,10 362.718,07 4,11 392.199,58 4,12
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 400.790,38 4,94 436.481,14 4,96 47217191 4,98
Perusahaan
9. Jasa-Jasa 461.170,95 5,69 502.904,43 5,73 544.637,92 5,76
PDRB ADHK 8.119.472,22 100 8.825.376,88 100  9.531.321,57 100

Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas , Januari 2014.
Keterangan : p) proyeksi
B. Pertumbuhan Ekonomi
B.1 Pertumbuhan Menurut Sektor
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas dari tahun ke tahun terus tumbuh
pada angka yang cukup baik. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012
sedikit mengalami pelambatan. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,80 %

pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi menjadi 5,88 %.
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Pertumbuhan pada tahun 2012 selain didorong oleh pertumbuhan sektor dominan
(sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran), juga didukung oleh
tingginya pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian walaupun masih
merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sambas. Namun, jika
dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Sambas dari tahun ke tahun
cenderung menurun. Pada tahun 2012 kontribusi sektor ini mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 41,22 % pada tahun 2011 menjadi 39,77 % pada
tahun 2012 atau turun sebesar 1,45 poin. Sementara itu, beberapa sektor lainnya
mengalami peningkatan share-nya terhadap perekonomian Kabupaten Sambas. Misalnya,
sektor industri pengolahan; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran;
sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
serta sektor jasa-jasa masing-masing sebesar 0,50; 0,07; 0,48; 0,07; 0,04 dan 0,29 poin.
Peningkatan tersebut masih relative kecil, namun cukup berpengaruh dalam pembentukan
struktur perekonomian Kabupaten Sambas.

Tabel 11.2.12
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Menurut Sektor ADHK 2000 (%)

Lapangan Usaha 2011%) 2012*) 2013p) 2014p) 2015p)
1. Pertanian 4,70 4,67 4,57 4,36 4,16
2. Pertambangan dan Galian 16,07 13,84 14,00 14,19 14,37
3. Industri Pengolahan 6,29 5,56 6,37 6,96 7,54
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 7,70 5,90 7,14 7,56 7,98
5. Bangunan 11,40 12,23 12,96 13,94 1491
6. Perdagangan, Hotel dan restoran 6,93 7,03 7,44 7,74 8,04
7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,46 6,85 6,89 7,27 7,66
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 6,23 6,20 7,69 8,72 9,75
Perusahaan
9. Jasa-Jasa 4,83 6,56 4,55 4,07 3,59
Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 5,80 5,88 6,01 6,12 6,23

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Sambas 2008-2012
Keterangan : *) angka sementara **)angka sangat sementara
p) proyeksi Bappeda Kab Sambas, Januari 2014

Berdasarkan hasil proyeksi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2013
diperkirakan 6,01 %, tahun 2014 diperkirakan 6,12 % sedangkan tahun 2015 diperkirakan
6,23 %.

Bab 11|16



[8  Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Grafik 11.2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat (%)
Tahun 2006 - 2012

7,00%

6,50% i
6,00%

3 5.50% M
E 5,00% 7 ~
8 4,50%
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2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20119 |2012*%) | 2013p) | 2014p) | 2015p)
== Kab Sambas | 3,95% | 538% | 551% | 543% | 579% | 580% | 588% | 601% | 6,12% | 6,23%
—#=—Prov Kalbar | 523% | 6,02% | 545% | 480% | 547% | 597% | 583% | 6,08% | 628% | 6,47%

Sumber : Buku PDRB Kab. Sambas 2008-2012
Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara
p) proyeksi Bappeda Kab. Sambas

Dilihat dari strukturnya, sektor-sektor ekonomi tersebut dapat dikelompokkan
menjadi tiga sektor besar, yaitu sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian serta
sektor pertambangan dan penggalian, sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri
pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum serta sektor bangunan. Sedangkan keempat
sektor lainnya di kelompokkan ke dalam sektor tersier.

Tabel I1.2.13
Peranan Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 - 2012 (Persen)

NO SEKTOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011*)  2012*)
1. Primer 43,62 43,31 42,91 42,69 42,61 41,56 40,10
(291) (588) (540) (534) (583) (475) (471)
2. Sekunder 13,36 13,54 13,73 13,60 13,46 14,13 14,70
(411) (4,78) (484) (488) (477) (745)  (7,10)
3. Tersier 43,03 43,15 43,36 43,71 43,92 44,31 45,20
(516) (498) (498) (571) (6,03) (656)  (6,87)
Sumber : Buku PDRB Kab. Sambas 2008-2012

Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara
() = Laju pertumbuhan atas dasar harga konstan

C. Laju Inflasi.

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerabh,
karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Keadaan ekonomi yang makin stabil
ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil. Suatu daerah dikatakan memiliki
stabilitas ekonomi yang lebih stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan
daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi berarti juga terjadinya
pelonjakan harga yang tajam. Hal ini bisa menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.

Laju inflasi yang menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada produsen
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dapat ditunjukkan oleh indeks harga implisit PDRB. Laju inflasi atas dasar harga produsen
tahun 2012 di Kabupaten Sambas menurun dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu dari
7,26 % menjadi 5,41 %. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi
Kalbar yang besarnya 5,94 %. Pada tahun 2013 laju inflasi Kabupaten Sambas diperkirakan
5,89 %, tahun 2014 diperkirakan turun menjadi 5,71 % dan tahun 2015 juga diperkirakan
turun menjadi 5,52 %.

Grafik I1.2.7
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sambas Dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2007-2015
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2007 2008 2009 2010 2011%) 2013p)  2014p)  2015p)

—=— ProvKalbar  6,23% 7,01% 5,41% 5,75% 4,30% 5,94% 4,71% 4,38%  4,06%

Sumber : Buku PDRB Kab. Sambas 2008-2012
Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara
p) proyeksi Bappeda Kab Sambas, Januari 2014.

D. PDRB Perkapita

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya
dengan pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita. Selama kurun waktu
2008- 2012, pendapatan regional per kapita yang tercermin dalam PDRB per kapita atas
dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp 13.370.543,10 menjadi Rp
14.904.788,19 atau naik sebesar 11,47 persen per tahun. Sedangkan atas dasar harga
konstan, angka PDRB per kapita ini mengalami kenaikan sebesar 5,75 persen per tahun,
yaitu dari Rp 6.189.690,84 menjadi Rp 6.545.839,40.

Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.
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Tabel 11.2.14
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas Tahun 2006-2015

TAHUN PDRB PER KAPITA PDRB PER KAPITA
HARGA BERLAKU HARGA KONSTAN
NILAI PERTUMBUHAN NILAI PERTUMBUHAN
(Jutaan RP) (%) (Jutaan RP) (%)
2006 7.561.770,91 11,99 4.863.218,46 3,39
2007 8.497.104,26 12,37 5.097.924,08 4,82
2008 9.512.853,04 11,95 5.350.491,34 4,96
2009 10.634.495,84 11,79 5.612.582,63 4,90
2010 11.900.538,64 11,91 5.909.410,21 5,29
2011%) 13.370.543,10 12,35 6.189.690,84 4,74
2012*%) 14.904.788,19 11,47 6.545.839,40 5,75
2013 p) 16.120.619,03 11,77 6.811.944,18 5,55
2014 p) 17.472.610,79 11,73 7.108.724,62 5,70
2015 p) 18.824.602,54 11,69 7.405.505,05 5,84

E.

Sumber : Buku PDRB Kab. Sambas 2008-2012
Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara
p) proyeksi Bappeda Kabupaten Sambas, Januari 2014.

Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sambas, pada tahun 2012 tercatat jumlah
penduduk miskin 44.500 orang (8,88%), garis kemiskinan di Kabupaten Sambas senilai
266.0471 rupiah per kapita per bulan meningkat dibanding garis kemiskinan tahun
2011 yang senilai 232.581 rupiah per kapita per bulan, dengan indeks kedalaman

kemiskinan sebesar 1,12 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,22.

Tabel 11.2.15
Indikator Kemiskinan Di Kabupaten Sambas
Tahun 2007 - 2012

Tahun Jumlah Persentase Garis Kemiskinan Indeks Indeks
Penduduk Penduduk (Rp/Kap/Bulan) Kedalaman Keparahan
Miskin Miskin Kemiskinan Kemiskinan
P1 P2
2012 44.500 8,38 266.047 1,12 0,22
2011 46.980 9,38 232.581 1,50 0,37
2010 50.000 10,08 203.325 1,43 0,30
2009 53.820 9,96 184.496 1,36 0,28
2008 61.520 11,51 163.773 2,19 0,67
2007 73.600 14 151.593 2,17 0,53

Sumber : BPS Kab. Sambas
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Grafik 11.2.8

Persentase Penduduk di Bawah Dan Di Atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Sambas Tahun 2010 - 2015
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Sumber : BPS Kab. Sambas
Keterangan : p) proyeksi Bappeda Kab. Sambas, Januari 2014

Selama kurun waktu 2010 sampai 2015 persentase penduduk di atas garis
kemiskinan meningkat, pada tahun 2010 sebanyak 89,62 % , ditahun 2015 diproyeksi
menjadi 92,86 %. Sementara itu, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 10,08 % dari total penduduk

Kabupaten Sambas diperkirakan menjadi 7,04 % pada tahun 2015.

F. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Berdasarkan data Kepolisian Resort Kabupaten Sambas, pada tahun 2013 jumlah
perkara pidana yang dilaporkan 127 kasus dan perkara terselesaikan sebanyak 86 kasus,
jumlah perdata yang dilaporkan 10 kasus dan perkara terselesaikan 12 kasus, jumlah
perkara lalu lintas yang dilaporkan sama dengan jumlah perkara terselesaikan yaitu
sebanyak 119 kasus. Tindakan kriminalitas di Kabupaten Sambas dalam tiga tahun terakhir
mengalami penurunan.

Untuk lebih jelasnya Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum, Jumlah Perkara

Terselesaikan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Kelembagaan dapat dilihat pada

tabel berikut ini :
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Tabel 11.2.16

Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum, Jumlah Perkara Terselesaikan dan
Keamanan Ketertiban Masyarakat Serta Kelembagaan

NO JENIS DATA 2011 2012 2013
1. Jumlah kasus pelanggaran hukum
Jumlah Perkara dilaporkan :
- Pidana 225 226 127
- Perdata 15 21 10
- Politik dan HAM - - -
- Lalu lintas 3.788 2.805 119
- Perlindungan Perempuan dan Anak 21 43 26
Jumlah perkara terselesaikan :
- Pidana 225 241 86
- Perdata 16 21 12
- Politik dan HAM : - =
- Lalu lintas 3.788 2.805 119
- Perlindungan Perempuan dan Anak 21 43 26
Jumlah Perkara Tidak Terselesaikan
- Pidana
- Perdata Permohonan 40 25 41
- Perdata - - -
- Politik dan HAM - - -
- Lalulintas = = =
- Perlindungan Perempuan dan Anak 21 43 26
2. Jumlah Kasus Tanah 7 8 6
3. Kelembagaan (Buah)
- Jumlah Pengadilan Agama 1 1 1
- Jumlah Pengadilan Negeri 1 1 1
- Jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara - - -
- Jumlah Lembaga Pemasyarakatan 1 1 1
- Jumlah Kejaksaan Negeri 1 1 1
4. Keamanan, Ketertiban Masyarakat
- Aparat dan sarana Keamanan
- Jumlah Aparat Keamanan (Polisi) 796 771 753
- Jumlah Pos Keamanan (Polisi) 4 5 5
- Jumlah Polisi Hutan (Orang) 25 23 23
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (Buah) 12 12
- Jumlah Pos Pemadam Kebakaran (Unit) 12 12
- Jumlah Pos Siskamling (Unit) 183 183 183
- Jumlah Aparat Pamong Praja (Orang) 43 43 43
- Jumlah Aparat Linmas 1.431 1.431 1.431
- Jumlah Patroli Petugas Sat Pol PP Pemantau dan 73 30
Penyelesaikan Pelanggaran K3 dalam 24 Jam
(orang)
5. JumlahPelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, 27 12
Keindahan) (Kasus)
6. Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (Kasus) 12
7. Jumlah kejadian kebakaran (Kasus) 6 7
8. Jenis Produk Hukum/Penegakan
- Peraturan Daerah 11 6
- Peraturan Bupati 26 59
- Keputusan Bupati 417 312
Sumber : Kantor Kesbangpolinmas (Agustus 2013)

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan (Juli 2013)
Pengadilan Negeri Sambas (Agustus 2013)
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2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
A.  Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf Kabupaten Sambas tahun 2012 sebesar 91,57 % meningkat
dari tahun 2011 yang sebesar 91,55 %. Angka Melek Huruf pada masing-masing
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan pada tahun 2012
dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 Angka Melek Huruf tertinggi berada di
Kota Pontianak yaitu 95,73 %; diikuti oleh Kabupaten Landak 93,85 %; Kabupaten Kapuas
Hulu 92,64 %; Kabupaten Melawi 92,44 %; Kabupaten Sekadau 91,61 % dan terendah
Kabupaten Kayong Utara yaitu 88,34 %.

Grafik I1.2.9
AMH Menurut Kabupaten Di Provinsi Kalbar Tahun 2012

AMH Prov Kalbar 91,13 %

Sumber : BPS Kab. Sambas

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Sambas terbilang sukses. Pada
tahun 2004 - 2012 AMH Kabupaten Sambas diatas AMH Kabupaten Bengkayang,
Pemerintahan Kota Singkawang dan Provinsi Kalimantan Barat. Ini terbukti dari
peningkatan capaian indikator-indikator pendidikan. Angka Melek Huruf (AMH) semakin
meningkat. AMH tahun 2004 tercatat sebesar 88,7 % kemudian meningkat menjadi 91,57
% tahun 2012. Ini berarti pembangunan pendidikan di Kabupaten Sambas hingga sekarang
ini, masih terbebani 8,43 % penduduk yang tidak bisa baca-tulis alias buta huruf.
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AMH Kabupaten Sambas , Kabupaten Bengkayang, Pemkot Singkawang
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Grafik I1.2.10

dan Provinsi Tahun 2004 - 2012
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2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
== Kab. Sambas| 88,7 89,5 89,5 89,5 89,5 90,6 | 90,55 | 91,55 | 91,57
== Prov. Kalbar | 88,2 89 88,99 | 89,4 89,4 89,7 | 90,26 | 90,51 | 91,13
Bengkayang | 85,4 85,9 | 86,79 | 88,68 | 88,68 | 88,7 | 88,71 | 88,72 | 89,56
=>é=Singkawang | 86,2 86,7 86,9 | 89,62 | 89,62 | 89,64 | 89,66 | 89,69 | 90,25

Sumber : BPS

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Data tahun

2012 menunjukkan rata-rata lama sekolah tertinggi berada di

Kota Pontianak yaitu 9,45 tahun; diikuti Kota Singkawang 7,59 tahun; Kabupaten melawi

7,28 tahun dan Kabupaten Kapuas Hulu 7,18 tahun. Sementara angka terendah berada

di Kabupaten Kayong Utara yaitu 5,84 tahun, Kabupaten sambas menduduki urutan kedua

terendah yaitu 6,21 tahun.
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Grafik 11.2.11
Rata-Rata Lama sekolah Menurut Kabupaten di Provinsi Kalbar
Tahun 2012

Rata-Rata Lama Sekolah Prov Kalbar 7,14 Tahun
A

Kota Pontianak
Kayong Utara
Sekadau
Sintang
Sanggau
Landak

Sambas

Sumber : BPS Kab. Sambas

Selama periode 2004-2012 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sambas
maupun pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan relatif lambat.
Rata-rata lama sekolah untuk Provinsi naik dari 6,4 tahun pada tahun 2004 menjadi 7,14
tahun pada tahun 2012. Begitu pula rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten Sambas naik
dari 5,7 tahun pada tahun 2004 menjadi 6,21 tahun pada tahun 2012.

Grafik 11.2.12
Rata-Rata Lama Sekolah Kab Sambas, Kab Bengkayang, Pemkot Singkawang
Kab Melawi dan Prov Kalbar Tahun 2004 - 2012
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4 - ==¢==Sambas === Bengkayang ==#=Singkawang === Prov Kalbar === Melawi

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kab/Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sambas 5.7 5.9 5.9 5.9 5.9 6 594 6.2 6.21
Bengkayang 5.2 5.2 6.03 6.03 6.03 6.09 6.32 6.5 6.54
Singkawang 6.1 6.2 6.7 7.3 7.3 7.41 7.4 744  7.14
Prov Kalbar 6.4 6.6 6.7 6.7 6.7 6.75  6.82 6.89 7.14
Melawi 5.5 5.7 626 720 720 7.21 7.22 725 7.28

Sumber : BPS Kab Sambas

Selama 8 tahun kenaikan rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten Bengkayang

sebesar 1,34 tahun, Pemkot Singkawang sebesar 1,49 tahun, Prov Kalbar sebesar 0,74
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tahun dan Kabupaten Sambas hanya sebesar 0,51 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak
mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk.

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan
karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat
pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk usia muda sudah
sedemikian rupa dipacu peningkatannya namun belum terasa hasilnya secara nyata.
Program pendidikan dasar 9 tahun diupayakan lebih serius bagi penduduk putus sekolah
yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya
telah beranjak dewasa. Hal ini diupayakan dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan
pendidikan luar sekolah (PLS) seperti program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional.

Apabila capaian rata-rata lama sekolah dikaitkan dengan target yang di usulkan
UNDP, maka rata-rata pendidikan penduduk Propinsi Kalimantan Barat khususnya
Kabupaten Sambas relatif tertinggal. Masih perlu kerja keras untuk mengejar ketertingalan
sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP yaitu 15 tahun. Komitmen
pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah perlu terus digalakkan

dan disosialisasikan agar dalam jangka panjang dapat terwujud SDM yang berkualitas.

C.  Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang
sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu, dengan kata lain APK
memberikan gambaran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang

pendidikan.
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Grafik I1.2.13
Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Sambas Tahun 2010 - 2012

120,00
100,00
% 80,00
60,00
40,00
20,00
2011 2012
m SMA/MA/SMK 57,90 41,40
W SMP/MTs 71,84 89,12
SD/MI 112,21 98,92

Sumber : Buku Analisis Kependudukan Kab. Sambas Tahun 2011-2012

D. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan (Ijazah Yang Dimiliki)

Berdasarkan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) salah satu
informasi yang diperoleh adalah mengetahui persentase penduduk usia 10 tahun keatas
menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Tahun 2012 di Kabupaten Sambas terdapat sekitar
38,21 % yang tidak memiliki ijazah SD dan sekitar 33,18 % memiliki ijazah SD/SDLB/MI.
Kedua hal tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya dapat
digambarkan pada table berikut ini.

Grafik 11.2.14
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut [jazah yang dimiliki
Di Kabupaten Sambas Tahun 2011 -2012

DI/1I/111/S1/S2/S3 -

Paket A/B/C i
I
SMA/SMALB/MA/SMK

I
SMP/SMPLB/MTs
sp/spLe/mi
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Tidak Punya ljazah SD

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Tidak Punya SMP/SMPLB/SMA/SMALB/ DI/II/III/S1/S2
ljazahsp | SP/SDLE/MI MTs MA/SMK | PaketA/B/C /3
m2012| 3821 33,18 13,87 11,61 0,67 2,46
2011 37,23 32,4 15,31 11,45 0,56 3,05

Sumber : Buku Analisis Kependudukan Kab Sambas Tahun 2011-2012
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E. Angka Kematian Bayi

Tingkat mortalitas bayi disamping dipengaruhi oleh faktor intern seperti kondisi
ibu hamil dan menyusui serta bayi, juga faktor ekstern. Penyebab faktor intern antara lain
kekurangan gizi waktu ibu hamil akan cenderung melahirkan bayi yang malnutrisi, kelainan
fisik, dan gangguan mental pada bayi. Persoalannya cenderung bertambah rumit apabila si-
ibu juga menderita suatu penyakit kronis saat hamil misalnya beban mental akibat depresi
berkepanjangan. Dampak buruk lain pada bayi juga ditentukan oleh faktor usia ibu yang
terkadang mempengaruhi keselamatan bayi saat dilahirkan.

Mengenai faktor ekstern utamanya disebabkan oleh pertolongan saat proses
persalinan yaitu mengenai cara, oleh siapa, proses persalinan ditangani. Masyarakat
tradisional cenderung masih menggunakan peralatan sederhana, sehingga memungkinkan
terjadinya infeksi (tetanus) pada bayi. Tetanus biasa terjadi pada saat pemotongan tali
pusar (placenta), dan relatif banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Guna
menekan angka kematian bayi (AKB) akibat infeksi, maka pemerintah mensosialisasikan
program pelatihan para dukun bayi tentang cara penanganan proses persalinan yang

sesuai kaidah/ standar medis.

Grafik 11.2.15
Jumlah Kasus Kematian Neonatal Yang Terlaporkan
di Prov Kalbar Tahun 2012
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Grafik 11.2.16
Kasus Kematian Bayi (29 hari - 11 Bln) Yang Terlaporkan
di Prov Kalbar s/d Desember 2012
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Grafik 11.2.17
Kasus Kematian Anak Balita (12-59 Bln) Yang Terlaporkan
di Prov Kalbar s/d Desember 2012
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Grafik 11.2.18
Perkembangan Status Gizi Buruk
2006-2012
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2006 | 2007 | 2008 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012
B Gizi Buruk | 5,01 4,69 4,99 4,4 0,4 3,63 3,83
W Gizi Kurang| 20,72 | 20,66 | 22,41 | 21,55 | 4,59 | 16,06 | 14,39
B Gizi Baik 081 | 72,76 | 70,77 | 72,12 | 74,45 | 77,74 | 76,19
B Gizi Lebih 3,46 19 1,83 1,94 | 20,56 | 2,57 5,04

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Sambas beberapa tahun terbitan

Tabel 11.2.17
Perbandingan Anggaran Dengan Capaian Program Perbaikan Gizi
Dinas kesehatan Kabupaten Sambas Tahun 2006-2012

2006 439,725,000 100 77.85 1 78.76  85.18 6.25 5 12.92 26
2007 324,115,000 100 71.73 1 79.06  90.66 5.88 5 7.23 25
2008 386,041,800 100 58.54 1 81.6 94.13 0 5 3.42 27
2009 520,400,000 100 71.33 1 78.29 87.88 5.26 4 21.16 26
2010 187,281,750 100 68.32 1 5732 64.39 5.26 0 6.5 25
2011 198,775,000 100 78.5 2 83.84 92.67 26 4 9.39 25
2012 247,626,000 100 85 2.14 9796 85.62 36,84 3.83 8.54 25.73
Keterangan :

A= Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

B= Cakupan balita yang mendapat Vit A 2x dalam 1 tahun (%)
C= Cakupan BBLR (%)

D= Cakupan Bumil yang mendapat Tablet Fe 90 (%)

E= Cakupan Bumil yang mendapat Tablet Fe 30 (%)

F= Cakupan Kecamatan bebas rawan gizi (%)

G= Prevalensi gizi buruk (%)

H= Cakupan bayi yang mendapat ASI ekslusif (%)

[= Cakupan KEP total (%)
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F.  Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Sambas tahun 2012 sebesar

61,49 tahun, dan merupakan urutan terendah dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Barat. Rendahnya IPM Kabupaten Sambas (66,19) lebih disebabkan faktor
kesehatan yang tercermin dari usia harapan hidup. AHH tertinggi berada di Kabupaten
Bengkayang 69,11 tahun diikuti oleh Kabupaten Sanggau 68,91 tahun, Kabupaten Sintang

68,74 tahun dan Kabupaten Melawi 67,89 tahun.

Grafik 11.2.19
AHH (Tahun) Menurut Kabupaten Di Provinsi Kalbar
Tahun 2012
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Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sambas adalah yang terendah
di antara 14 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat. Menurut publikasi BPS 2012, AHH
penduduk Kabupaten Sambas adalah 61,69 tahun, Kabupaten Bengkayang 69,11 tahun,
Pemkot Singkawang 67,46 tahun dan Provinsi Kalbar adalah 66,92 tahun. Rendahnya IPM
Kabupaten Sambas (66,19) lebih disebabkan faktor kesehatan yang tercermin dari usia
harapan hidup. Perhitungan angka IPM tahun 2012 belum menggunakan data Sensus
Penduduk Tahun 2010 (SP 2010) dan masih menggunakan data Susenas 2012.
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G.

Grafik 11.2.20
AHH Kab. Sambas, Prov Kalbar, Kab. Bengkayang, Pemkot Singkawang
Tahun 1999 - 2012
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Sumber : BPS

Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut data dari BPS Kabupaten Sambas angka partisipasi angkatan kerja

periode tahun 2010 - 2012 menunjukkan penurunan, tahun 2010 sebesar 78,38 % turun

menjadi 76,89 % tahun 2012. Adapun angkatan kerja yang bekerja menunjukkan

peningkatan tahun 2010 sebesar 247.172 orang naik menjadi 250.333 orang tahun 2012.

Sementara pengangguran terbuka tahun 2010 sebesar 11.736 orang (4,53%) turun menjadi

8.046 orang (3,11%) tahun 2012. Sementara itu bukan angkatan kerja tahun 2010 sebesar

92.652 orang turun menjadi 77.661 orang tahun 2012.

Tabel 11.2.18
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak
di Kabupaten Sambas Tahun 2012

No Kegiatan 2010 2011 2012

1 Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 78,38 75,73 76,89
Bekerja 247.172 243.682 250.333
Pengangguran Terbuka 11.736 7.513 8.046
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,53 2,99 3,11

2 Bukan Angkatan Kerja 92.652 78.506 77.661
Sekolah 18.848 20.504 22.495
Mengurus Rumah Tangga 36.902 46.322 42.325
Lainnya 36.902 11.680 12.841

Sumber : BPS Kab Sambas (Sakernas Agustus 2012)
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2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Data Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata, Jumlah suku etnis dan

bahasa daerah di Kabupaten Sambas tahun 2013 tidak mengalami perubahan, Jumlah

situs bersejarah bertambah menjadi 26 buah situs bersejarah. Jumlah organisasi

kepemudaan sebanyak 192 organisasi, jumlah organisasi olahraga 24 organisasi, jumlah

gelanggang olahraga 150 gelanggang olahraga. Dari sektor pariwisata jumlah obyek wisata

alam tahun 2012 sebesar 48 buah, obyek wisata alam buatan sebesar 12 buah, jumlah hotel

non bintang 13 buah, jumlah kamar hotel/penginapan 550 buah, tempat hiburan bahari 20

buah, non bahari 6 buah dan budaya 11 buah.
Tabel 11.2.19

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Pariwisata

JENIS DATA 2011

Kebudayaan :

- Jumlah suku etnis dominan 3

- Jumlah bahasa daerah dominasi 3

- Jumlabh situs bersejarah 26

- Jumlah Tokoh/pemangku adat 15
Pemuda dan Olahraga:

- Organisasi Kepemudaan 151

- Jumlah Organisasi Olahraga 24

Jumlah gelanggang olahraga 150

Pariwisata :

- Jumlah obyek wisata

Alam 48
Buatan 12
- Jumlah hotel non bintang 13
- Jumlah kamar hotel/penginapan 458

- Tempat hiburan / rekreasi

Bahari 20
Non Bahari 6
Budaya 11

2012

26
12

192
24
150

48
12
13
550

20
6
11

2013

26
12

192
24
150

48
12
13
550

20

11

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas, Agustus 2013
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2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
A. Urusan Pendidikan

A.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur
sekolah jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini memberikan gambaran secara umum
tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa
memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

Berdasarkan data Susenas 2012, APS pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten
Sambas sebesar 96,47 % artinya dari total penduduk 7-12 tahun terdapat sekitar 97 %
yang masih bersekolah. APS pada jenjang pendidikan SMP sebesar 87,38 % dan SMA
mencapai 53,47 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat usia wajib belajar SD
sebesar 3 % yang tidak bersekolah, usia wajib belajar SMP 12,62 % yang tidak
bersekolah.

Grafik 11.2.20
APS SD, SMP dan SMA Di Kabupaten Sambas Tahun 2011 - 2012

APS SMA

APS SMP

APS SD
0 20 40 60 80 100 120
APS SD APS SMP APS SMA
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W 20112 97,79 86,45 54

Sumber : Buku Analisis Kependudukan Kabupaten Sambas Tahun 2011-2012

APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang
bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah
dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil (sementara penyebutnya sama). APM
membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil karena
beberapa faktor diantaranya menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas,
berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, dan lulus lebih awal.

Indikator ini juga menggambarkan kekonsistenan antara umur penduduk dengan
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pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan. Menurut hasil Susenas tahun
2012, APM SD di Kabupaten Sambas sebesar 93,97 % yang berarti dari 100 penduduk usia 7-
12 tahun sekitar 94 orang merupakan murid SD yang berusia 7-12 tahun (jenjang usia
SD)APM untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA masing-masing sebesar 68,42 % dan 34,58
%.

Grafik I1.2.21
Perkembangan APM menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Sambas Tahun 2010 - 2012
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Sumber : Buku Analisis Kependudukan Kabupaten Sambas Tahun 2011-2012

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi riil di dalam negeri direalisasikan
dalam bentuk hadirnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hadirnya UU
tersebut diharapkan penyelenggaraan penanaman modal semakin efektif untuk melakukan
perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman
modal, serta pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Dalam hal penanaman modal yang dilakukan pihak swasta di Kabupaten Sambas
khususnya terkait dengan investasi PMDN dan PMA, beberapa tahun sebelumnya upaya
peningkatan investasi masih berhadapan dengan berbagai persoalan misalnya terbatasnya
ketersediaan infrastruktur, belum optimalnya informasi penanaman modal daerah, dan
terbatasnya profil investasi komoditi unggulan daerah. Implikasinya adalah bahwa secara
keseluruhan realisasi investasi swasta di Kabupaten Sambas belum optimal sebagaimana
yang diharapkan.

Pada tahun 2013 Total rencana investasi Kabupaten Sambas sebesar Rp.
7.828.970.196.617,- yang terdiri dari rencana investasi PMA sebesar Rp.
2.397.068.373.331,- PMDN sebesar Rp. 5.431.901.823.286,- Adapun total realisasi investasi
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sebesar Rp. 1.793.810.158.550,- yang terdiri dari rencana investasi PMA sebesar Rp.
720.610.737.974,- PMDN sebesar Rp. 1.073.199.420.576,-.

Tabel 11.2.20
Data Nilai Rencana dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Di Kabupaten Sambas
(Kondisi s/d Agustus 2013)

No KLASIFIKASI JUMLAH

Rencana Investasi

1. Penanaman Modal Asing (PMA) Rp. 2.397.068.373.331,-

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp. 5.431.901.823.286,-
TOTAL Rp. 7.828.970.196.617,-

Realisasi Investasi

1. Penanaman Modal Asing (PMA) Rp. 720.610.737.974,-

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp. 1.073.199.420.576,-
TOTAL Rp. 1.793.810.158.550,-

Sumber : BPMPPT Kab. Sambas
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2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
A. Pengeluaran Riil Per Kapita

Grafik 11.2.22
Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan (PPP)
Menurut Kabupaten di Provinsi Kalbar Tahun 2012
(Ribu Rupiah)
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Sumber : BPS Kab. Sambas

Selama periode 2008 - 2012, pengeluaran riil per kapita mengalami kenaikkan.

Tahun 2008 pengeluaran riil per kapita Kabupaten Sambas sebesar 614.920 ribu rupiah,

naik menjadi 630.69 ribu rupiah tahun 2012 atau naik sebesar 3,32 %. Sedangkan

pengeluaran riil per kapita Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008 sebesar 624,74 ribu

rupiah naik menjadi 638,82 ribu rupiah atau naik sebesar 2,20 %.
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Grafik 11.2.23
Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan (PPP)
Kab Sambas, Kab Bengkayang, Pemerintahan Kota Singkawang dan
Provinsi Kalbar Tahun 2008 - 2012
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Sumber : BPS

Kemampuan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan atau sering disebut daya
beli (PPP) Kabupaten Sambas terbilang tinggi peringkat ke 4 dari 14 kabupaten/kota,
setelah Kabupaten Pontianak (peringkat 3), Kabupaten Kapuas Hulu (Peringkat 2) dan
Kota Pontianak (Peringkat 1). Sedangkan Pemkot Singkawang (Peringkat 6), Kabupaten
Bengkayang (Peringkat 14).

Angka pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan Kabupaten Sambas semakin
meningkat, atau adanya perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Ini berarti
bahwa tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas sedikit di bawah

rata-rata Kabupaten Pontianak sebesar Rp. 632.200,-

B. Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita

Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk bukan makanan terhadap seluruh
pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Makin besar
proporsi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.
Sebaliknya, jika proporsi itu mengecil berarti refleksi tingkat kesejahteraan semakin
menurun (Hukum Engle).

Pengeluaran konsumsi masyarakat terdiri dari konsumsi makanan dan non
makanan. Komposisi pola pengeluaran penduduk terhadap kebutuhan pokok (makan) dan
kebutuhan non makanan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan masyarakat. Perbandingan pengeluaran penduduk untuk konsumsi makan
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yang makin kecil terhadap seluruh pengeluaran menggambarkan tingkat kesejahteraan
yang semakin baik.

Perbandingan pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan dapat
menunjukkan tingkat kemakmuran suatu rumah tangga, jika perbandingan pengeluaran
konsumsi makanan dengan konsumsi non makanan semakin kecil maka kondisi rumah
tangga semakin makmur. Sedangkan proporsi rata-rata pengeluaran perkapita untuk
makanan 55,44 % dari total pengeluaran perkapita, artinya pengeluaran untuk makanan
rumah tangga di Kabupaten Sambas jauh lebih besar dibanding pengeluaran non makanan.

Pengeluaran terbesar ada pada tembakau dan sirih yaitu 14,73 %, diikuti komoditi
padi-padian yaitu 13,90 %, sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan
makan nasi. Pengeluaran terbesar berikutnya ada pada komoditi makanan dan minuman
jadi yaitu 13,46 %. Selanjutnya sayur-sayuran 6,11 % dan telur dan susu 5,03 %.

Proporsi rata-rata pengeluaran perkapita untuk non makanan rumah tangga di
Kabupaten Sambas sebesar 44,56 % dari rata-rata total pengeluaran perkapita.
Pengeluaran terbesar pada perumahan yaitu sebesar 23,60 %, diikuti keperluan pesta dan
upacara sebesar 23,16 %, dan sabun mandi, cuci, kosmetik sebesar 17,92 %.

Tabel 11.2.21
Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan

Tahun 2012

No. Komoditi Pengeluaran Perkapita
01. Padi-padian 13,90
02. Umbi-umbian 1,73
03. Ikan 11,56
04. Daging 10,72
05. Telur dan susu 5,03
06. Sayur-sayuran 6,11
07. Kacang-kacangan 2,01
08. Buah-buahan 7,03
09. Minyak dan Lemak 2,57
10. Bahan Minuman 404
11. Bumbu-bumbuan 2,49
12. Konsumsi Lainnya 2,71
13. Makanan dan minuman jadi 13,46
14. Minuman mengandung Alkohol 1,91
15. Tembakau dan sirih 14,73

Total Makanan 55,44

Sumber : Buku Analisis Kependudukan 2012
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Pengeluaran untuk pendidikan dan pakaian, alas kaki dan tutup kepala masing-
masing sebesar 1,84 % dan 13,02 %. Ketika masyarakat mulai meningkat pendapatannya
dan mulai maju maka pengeluaran terbesar nantinya akan bergeser pada pengeluaran
barang tahan lama, pendidikan, dan kesehatan serta total pengeluaran non makanan akan
lebih besar dari pengeluaran makanan.

Tabel 11.2.22
Persentase Rata-rata pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Non Makanan

Tahun 2012

No. Komoditi Pengeluaran Perkapita
01. Perumahan 23,60
02. Sabun Mandi, Cuci, Kosmetik 17,92
03. Biaya Pendidikan 1,84
04. Biaya Kesehatan 1,74
05. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 13,02
06. Barang Tahan Lama 16,94
07. Pajak dan Asuransi 1,78
08. Keperluan Pesta dan Upacara 23,16

Total Non Makanan 44,56

Sumber : Buku Analisis Kependudukan 2012

Proporsi rata-rata pengeluaran perkapita untuk makanan 55,44 % dari total
pengeluaran perkapita, sedangkan proporsi rata-rata pengeluaran perkapita untuk non
makanan rumah tangga di Kabupaten Sambas sebesar 44,56 % dari rata-rata total
pengeluaran perkapita, Ini berarti pengeluaran untuk makanan rumah tangga di Kabupaten
Sambas masih lebih besar dibanding pengeluaran non makanan.

Persentase pengeluaran rumah tangga menurut golongan pengeluaran antara
200.000 - 299.999 rupiah adalah merupakan persentase pengeluaran terbesar untuk
makanan yaitu sebesar 30,46 %, kemudian diikuti oleh antara 300.000 - 499.999 rupiah
dan antara 150.000 - 199.999 rupiah yaitu masing-masing sebesar 28,14 % dan 19,33%
serta pengeluaran terendah adalah kurang dari 100.000 rupiah sebesar 0,94 %. Sementara
untuk non makanan pengeluaran tertinggi adalah kurang dari 100.000 rupiah yaitu sebesar
32,22 % dan terendah adalah antara 500.000 -749.999 rupiah sebesar 4,33 %. Sedangkan
untuk makanan dan non makanan pengeluaran tertinggi 32,23 % dan terendah adalah 0 %
yang masing-masing pengeluaran antara 300.000 - 499.999 rupiah dan kurang dari
100.000 rupiah.
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Grafik 11.2.24
Persentase Rumah Tangga Di Kabupaten Sambas
Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan, 2012
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Sumber : Sambas Dalam Angka 2013

Pada tahun 2012, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk
Kabupaten Sambas untuk makanan sebesar Rp. 332.056,- non makanan sebesar Rp.
256.908,- mengalami kenaikkan untuk makanan sebesar 11,07 % dan non makanan
mengalami penurunan sebesar 11,58 % dari tahun 2011.

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 porsi konsumsi makanan masih lebih tinggi

dibandingkan dengan porsi konsumsi non makanan.
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Tabel 11.2.23
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang
Di Kabupaten Sambas Tahun 2010 - 2012

(Rupiah)
Golongan Pengeluaran 2010 2011 2012
Per Kapita Makanan Non Makanan Non Makanan Non

Makanan Makanan Makanan
Kurang dari 100.000 87.504 66.183 87.629 66.296 0 0
100.000 - 149.999 129.548 121.974 127.665 122.193 95.444 50.456
150.000 - 199.999 174.289 172.791 175.660 172.489 112.081 45.807
200.000 - 299.9999 243.213 238.025 245.349 242.193 179.000 73.151
300.000 - 499.999 365.140 382.689 384.109 380.014 253.812 137.952
500.000 -749.999 594.230 632.809 584.238 591.514 367.895 244.736
750.000 - dan lebih 962.813 1.126.236 1.051.175 1.828.338 631.806 746.059
Rata-rata perkapita 250.398 154.720 298.958 290.580 332.056 256.908

Sumber : Sambas Dalam Angka 2011, 2012 dan 2013

Grafik 11.2.24
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Di Kabupaten Sambas Tahun 2010 - 2012
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Sumber : Sambas Dalam Angka 2013

2.1.4.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Gambaran umum kondisi wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari Infrastruktur
wilayah dan penataan wilayah.
A. Infrastruktur Wilayah

Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Sambas secara umum masih perlu perhatian
semua pihak baik pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sendiri agar
kondisi jalan tersebut mampu menjadi sarana transportasi dan penggerak roda ekonomi

dan sosial.
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Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan
Sumber Daya Mineral sampai dengan bulan Juli 2013 total panjang jalan berdasarkan
status pengawasan dan kondisi jalan masih sama dengan tahun 2011 yaitu sebesar
1.587,761 Km, yang terdiri dari panjang jalan nasional 94,502 Km, Jalan Propinsi =~ 74,300
Km, Jalan Kabupaten 696,633 Km dan Jalan Desa 722,326 Km.

Dari Total panjang tersebut kondisi baik 343,4 Km (Nasional 41.240 Km, Propinsi
50,900 Km, Kabupaten 251,260 Km), kondisi sedang 89,908 Km (Nasional 5,999 Km,
Propinsi 7,000 Km, Kabupaten 76,909 Km) , kondisi rusak 156,161 km (Nasional
20,460 Km, Propinsi 11,400 Km, Kabupaten124,301 Km) dan kondisi rusak berat
275,966 Km (Nasional 26,803 Km, Propinsi 5,000 Km dan Kabupaten 244,163 Km).

Dari total panjang jalan Kabupaten, jenis permukaan jalan aspal 319,279 Km, jalan
kerikil/batu 86,488 Km, jalan tanah 290,866 Km. Sedangkan dari total panjang nasional,
jenis permukaan aspal 81,698 Km dan kerikil 12,804 Km. Dari total panjang jalan propinsi,
jenis permukaan aspal 74,300 Km.

Tabel 11.2.24
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan

No Status Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jumlah
Pengawasan  Aspal Kerikil/batu Tanah Lainnya (Km)
Kabupaten 319,279 86,488 290,866 - 696,633
No Status Kondisi Jalan Jumlah
Pengawasan  Baik Sedang Rusak Rusak (Km)
Ringan Berat
Kabupaten 319,279 86,488 290,866 - 696.633

Sumber: Dinas PU Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas.
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Grafik 11.2.24
Panjang Jalan Berdasarkan Status Pengawasan
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Sumber : Dinas PUBM, Pengairan, ESDM Kabupaten Sambas

Grafik 11.2.25
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km)
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Bab 11 |43



[8  Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Grafik 11.2.26
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km)
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Sumber : Dinas PUBM, Pengairan, ESDM Kabupaten Sambas

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk

memasak/minum maupun mencuci/mandi. Bagi daerah Kabupaten Sambas, khususnya di

daerah pedalaman secara tradisional penggunaan air bersih masih bersumber dari

sungai/danau dan air hujan. Akan tetapi di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai

komoditas industri oleh PDAM.

Untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat, Perusahaan Daerah Air Minum

terus berupaya meningkatkan peranannya. Pada tahun 2012 banyaknya air minum yang

disalurkan mengalami kenaikan sebesar 11,74 % yaitu dari 722.254 m3 pada tahun 2011

menjadi 807.047 m3 di tahun 2012 dengan nilai penjualan naik sekitar 12,15 % menjadi

4.727.145 juta rupiah.

Tabel 11.2.25
Banyaknya Pelanggan, Air Minum Yang Terjual dan Nilai Penjualan
Menurut Jenis Pelanggan Tahun 2012

No. Jenis Pelanggan

Rumah Tangga,Karyawan
Sosial

Kantor Pemerintah

Niaga Besar

Niaga Kecil,Menengah
Industri

NS e LW

Pelabuhan dan sejenisnya

2012
Sumber : Sambas Dalam Angka 2013

Jumlah
Pelanggan
(Orang)
5.457

87
68
648
372

6.637

Air Minum Nilai
Yang Penjualan
Terjual (M3) (000 Rp.)
643.867 3.591.672
38.880 55.738
18.505 113.752
79.879 762.235
21.352 163.029
4.464 40.487
- 228
4.727.145
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Sumber utama kehidupan makhluk hidup adalah air. Tidak satupun makhluk hidup
di muka bumi ini akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa air. Bagi
manusia, air selain berpengaruh terhadap kesehatan seperti mandi/cuci dan
masak/minum, juga turut mendukung kelestarian alam dan keindahan lingkungan
misalnya pendukung dan pelengkap pertamanan kota.

Kebutuhan air bersih untuk masak/minum bagi penduduk Kabupaten Sambas
sebagian besar bergantung pada sumber air hujan baik penduduk di perkotaan maupun
pedesaan yaitu sekitar 81,14 %. Selain itu, juga cukup banyak masyarakat pedesaan yang
mempergunakan air minum dari sumur tak terlindung yang mencapai sekitar 5,13 %,
sedangkan masyarakat perkotaan cukup banyak yang mempergunakan air kemasan
bermerk (1,06 %). Penggunaan air isi ulang di daerah perkotaan sekitar 10,76 % dan di
daerah pedesaan sekitar 2,14 %, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai
memperhatikan kualitas sumber air minum. Walaupun masih ada sekitar 3,72 %
masyarakat pedesaan masih menggunakan mata air tak terlindung sebagai sumber air
minum mereka.

Tabel 11.2.25
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Berdasarkan Klasifikasi
Desa di Kabupaten Sambas Tahun2012

No. Sumber Air Minum Perkotaan Pedesaan Perkotaan + Pedesaan
1 Air kemasan bermerk 1,06 0,47 0,57
2 Air isi ulang 10,76 2,14 3,67
3 Leding meteran 1,95 0,39 0,67
4 Leding eceran 1,54 0,00 0,27
5 Sumur bor/pompa 0,00 0,00 0,00
6 Sumur terlindung 0,00 0,19 0,15
7 Sumur tak terlindung 0,00 513 4,22
8 Mata air terlindung 0,00 2,36 1,94
9 Mata air tak terlindung 0,00 3,72 3,06
10 Air sungai 1,86 4.82 4,31
11  Air hujan 82,83 80,78 81,14
12  Lainnya 0,00 0,00 0,00

Sumber : Buku Analisis Kependudukan Kab Sambas Tahun 2012 (Susenas 2012)

Pola konsumsi air yang bergantung pada intensitas turunnya hujan akan dirasakan
kesulitannya pada musim kemarau. Masyarakat terlihat mulai resah terhadap upaya
pemenuhan kebutuhan air bersih walaupun hujan tidak kunjung turun baru sekitar dua
minggu. Jika dikaitkan dengan potensi sungai yang terbesar dan terpanjang di Indonesia,

kelangkaan air bersih di Kabupaten Sambas semestinya kurang patut terjadi. Namun
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disadari, cukup besarnya biaya investasi dalam pengolahan air sungai menjadi air bersih
karena wilayahnya adalah muara sungai (bukan hulu sungai), maka dalam hitungan hari
tidak turun hujan sungai sudah terinstrusi air laut, sehingga kadar garam air baku PDAM
melebihi batas toleransi pengolahan air yaitu di atas 600 ppm/m3.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat akan tenaga listrik, usaha-usaha tersebut tampak lebih nyata setelah
dilaksanakannya program pembangunan listrik masuk desa.

Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah V Ranting Sambas pada
tahun 2011 total daya terpasang yang dibangkitkan dari 9 lokasi pembangkit sebanyak
22.330 Kw dengan produksi sebesar 9.919.802 Kwh. Sedangkan jumlah pelanggan
sebanyak 91.398.

Tabel 11.2.26
Kapasitas dan Produksi PLN Menurut Lokasi Pembangkit,

Banyaknya Pelanggan menurut Jenis Pelanggan,
Listrik Yang Terjual dan Nilai Penjualan
Di Kabupaten Sambas Tahun 2012

Kapasitas dan Produksi PLN

No. (KWh) Jumlah
A. Kapasitas dan Produksi PLN 138.028.253
(KWh)
1. Tenaga yang dibangkitkan 138.028.253
2. Tenaga yang terjual 123.451.236
3. Pemakaian oleh PLN 229.999
4. Hilang pada transmisi 15.196.287
5. Terpasang 22.330
Daya Mampu 20.320
Beban Puncak 21.293
Produksi 9.919.802
B. Pelanggan (Orang) 91.398
1. Rumah Tangga 81.914
2. Industri 4.924
3. Badan Sosial 4.000
4. Pemerintah 560
C. Listrik terjual (KWh) 484.946.375
D. Nilai penjualan (Rp) 91.266.717.000

Sumber : Sambas Dalam Angka 2013
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B. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kabupaten Sambas diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Sambas tahun 2012-2032. Salah satu bentuk penataan wilayah yang
diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan RTRW
Kabupaten Sambas tahun 2012-2032, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Sambas
terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan lindung, yakni: hutan konservasi, sempadan, hutan
lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi: kawasan budidaya
berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan
budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan)
dan kawasan budiday non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri,
kawasan pemerintahan/fasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa,
kawasan Hankam).

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang
tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan
alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti:

kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
A. Angka Kriminalitas

Data Kepolisian Resor Sambas mencatat bahwa periode 2011 - 2012 terjadi
peningkatan jenis kejahatan yang dilaporkan dan jenis kejahatan yang diselesaikan.
Tahun 2011 jumlah yang dilaporkan sebanyak 710 yang diselesaikan sebanyak 264,
tahun 2012 jumlah yang dilaporkan sebanyak 535 dan yang diselesaikan 318.
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Tabel 11.2.27

Banyaknya kejahatan / Pelanggaran Yang Dilaporkan
Dan Diselesaikan POLRES Sambas

Tahun 2011 -2012

No Jenis Kejahatan ZOIBE A2
Dilaporkan |Diselesaikan | Dilaporkan | Diselesaikan
1 2 3 4
1. Aniaya Ringan 95 40 59 42
2. Aniaya Berat 1 - - -
3. Bunuh Diri 5 3 8 8
4. Penemuan Mayat 12 5 10 9
5. Pencabulan 24 10 33 31
6. Perzinahan 9 5 2 2
7. Curbis (Pencurian Biasa) 123 11 61 24
8. Curat (Pencurian Berat) 25 15 26 17
9 Curanmor (Pencurian Kendaraan 62 18 63 24
Bermotor)
10. Penipuan 67 17 28 11
11. Penggelapan 35 15 42 23
12. Kebakaran 26 6 22 18
13. Perjudian 24 20 21 21
14. Penyerobotan Tanah 20 7 11 3
15. Pengrusakan 21 8 24 8
16. Mati Tenggelam 2 1 - -
17. Traficking/ People Smugling 5 5 8 6
18. Narkoba 7 7 12 11
19. Senjata api/Sanjam/Handak 2 2 - -
20. Illegal Logging - 1 11 10
21. Pemerasan 1 1 - -
22. Pengeroyokan 14 7 25 15
23. Perbuatan Tdk Menyenangkan 11 7 6 3
24. Pemalsuan 4 4 - -
25. Percobaan Pencurian 6 3 - -
26. Penistaan Agama 1 - - -
27. Laporan Palsu 3 - 1 1
28. Perlindungan Konsumen 4 - 9 1
29. Laka Air 7 3 - -
30. Laka Kerja 3 1 2 2
31. Minyak Bumi/Gas 2 - 8 3
32. SDA 1 1 - -
33. Kejahatan Asal Usul Perkawinan 1 1 1 1
33. Kekerasan Dalam RT 22 14 20 9
34. Kesambar Petir - - -
35. Penghinaan 9 2
36. Kecelakaan Kerja - - - -
37. PETI / lllegal Mining 1 - - -
38. Pencemaran Nama Baik 2 1 3 1
39. Pemerkosaan 5 3 1 1
40. Orang Hilang 7 1 6 5
41. Melarikan Anak - - - -
42. Kekerasan Terhadap Anak - - - -
43. Pengancaman 8 2 6 3
44. Pengrusakan Lahan - -
45. Bencana Alam 2 1 - -
46. Pembuangan Bayi - - - -
47. Penelantaran Anak - 1 - -
48. Pembakaran 1 - 2 1
49. Percobaan Pembunuhan 1 - - -
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1 2 3 4
50. Pembunuhan 1 1 1 1
51. Penyeludupan 1 - 1 1
52. TP Kehutanan 5 6 -
53. Merugikan kekayaan Negara 5 -
54. Lain-lain (ITE) 17 - -
2011 710 264 535 318
Sumber : Sambas Dalam Angka 2012-2013
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
A. Kualitas Tenaga Kerja

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang berumur 15 tahun ke atas
menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut
ini:

Tabel 11.2.28

Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu
Yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

No Pendidikan Tahun 2011 Jumlah Tahun 2012
Laki-Laki  Perempuan Laki-Laki = Perempuan
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 4471 10.092 14.563 5.153 11.392
2.  Tidak/Belum Tamat SD 38.220 36.850 75.070 37.575 37.423
3. Sekolah Dasar 51.053 36.143 87.196 49.330 37.048
4. SLTP 19.152 11.597 30.749 19.065 13.445
5. SMTA 19.680 8.635 28.315 389
6. Diploma/Akademi/Universitas 4.739 3.050 7.789 18.958 11.128
Jumlah 137.315 106.367 7.789 136.438 113.895

Jumlah

16.545
74.998
86.378
32.510
389
30.086
250.333

Sumber : BPS Kab. Sambas (Sakernas Agustus 2011,2012)

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan rasio yang menyatakan
perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di
bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk
produktif secara ekonomi (15-64 tahun).

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sambas tahun 2012 diperkirakan
sebesar 62,42 berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 62 orang
yang tidak produktif. Angka tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan rasio
tahun 2011 yang sebesar 62,17. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan
semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64
tahun)untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun ) dan yang
sudah tidak produktif lagi (65 tahun lebih).
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Gambar I1.2.29

Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2009 - 2015
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Keterangan : p) proyeksi Bappeda Kab Sambas

2.2.  Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD

Pencapaian pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Sambas tahun 2013
merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas 2012-2016. Selama dua
tahun perjalanan ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi atas kinerja
pemerintah daerah dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mewujudkan visi, misi
dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Akan sangat baik jika evaluasi dilakukan
menyeluruh terhadap sasaran, strategi, arah kebijakan serta pelaksanaan program prioritas
daerah maupun langkah-langkah strategis yang telah di tempuh pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunan.

Prioritas program pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2013 masih melanjutkan
prioritas program pembangunan tahun 2012, yaitu mendorong peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan infrastruktur dasar yang menunjang
sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan investasi, reformasi birokrasi (tata
kelola pemerintahan) serta peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan
kemiskinan.

Peningkatan maupun pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi kerakyatan
dan investasi, peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan merupakan
prioritas program pembangunan daerah guna mewujudkan Visi Sambas Mandiri.
Pengembangan Pendidikan dan pengembangan kesehatan merupakan prioritas program

pembangunan daerah guna mewujudkan Visi Sambas Berprestasi. Sedangkan peningkatan
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Reformasi Birokrasi (Tata Kkelola pemerintahan) merupakan prioritas program

pembangunan daerah guna mewujudkan Visi Sambas Madani.

Prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Sambas itu kemudian dijabarkan

kembali kedalam program-program yang dilaksanakan SKPD agar selaras dengan sasaran,

strategi dan kebijakan daerah yang ditentukan dalam RKPD Kabupaten Sambas Tahun

2013, sebagai upaya untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia guna mencapai hasil dan kinerja yang dapat diukur.

Penyajian evaluasi ini menampilkan capaian indikator kinerja daerah terhadap pelaksanaan

program RKPD dan Realisasi RPJMD Tahun 2013, yang difokuskan pada pencapaian

pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Sambas atau biasa disebut juga
dengan program Aksi Terpikat Terigas, guna mewujudkan visi daerah yaitu Sambas

Mandiri, Sambas Berprestasi dan Sambas Madani. Status dan kedudukan pencapaian

kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sambas berisi indikator-indikator makro

pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintah daerah.

Evaluasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. VISI SAMBAS MANDIRI

Pencapaian pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Sambas Pada tahun

2013 secara umum banyak difokuskan pada 4 Program Aksi daerah yaitu pembangunan

infrastruktur dasar, peningkatan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan ekonomi

kerakyatan dan investasi serta peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan
kemiskinan. Indikator kinerja daerah yang ada meliputi :

1) Pembangunan Infrastruktur Dasar

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan roda penggerak pertumbuhan

ekonomi dan merupaka aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.

Ketersediaan sektor transportasi, ketersediaan sarana perumahan dan permukiman seperti

air minum dan sanitasi secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang

berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

a. Aspek pelayanan umum untuk urusan pekerjaan umum, beberapa indikator seperti:
proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik serta proporsi panjang
jaringan jalan desa dalam kondisi baik dapat dilihat peningkatannya. Pada tahun 2013
proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 39,75%
meningkat 2,52% dari tahun 2012 sebesar 37,23%. Proporsi panjang jaringan jalan
kabupaten dalam kondisi baik tahun 2013 telah mencapai target RPJMD tahun
berkenaan. Untuk proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik sebesar

39,40%, demikian pula proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik telah
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mencapai target RPJMD tahun berkenaan.

b. Aspek pelayanan umum urusan perumahan indikator kinerja yang diukur adalah:
rumah tangga pengguna air bersih; rumah tangga bersanitasi; lingkungan pemukiman
kumuh dan rumah layak huni. Tahun 2013 rumah tangga pengguna air bersih sebesar
60,80% meningkat 6,54% dari tahun 2012 sebesar 54,26%. Rumah tangga bersanitasi
tahun 2013 sebesar 57,01% meningkat 0,18% dari tahun 2012 sebesar 56,83%. Pada
tahun 2013 lingkungan pemukiman kumuh sebesar 15,00% meningkat 18,01% dari
tahun 2012 sebesar 33,01%. Untuk rumah layak huni pada tahun 2013 sebesar
86,00%, angka ini meningkat sebesar 1,25% dari tahun 2012 sebesar 85,25% rumah
yang layak huni. Indikator kinerja pada urusan perumahan ini telah mencapai target
dari RPJMD untuk tahun kedua.

c. Aspek pelayanan umum urusan pengairan indikator kinerja yang diukur adalah: rasio
jaringan irigasi rawa; panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer,
sekunder, tersier); jumlah bangunan air dalam kondisi baik; dan panjang tanggul dalam
kondisi baik. Pada tahun 2013 rasio jaringan irigasi rawa sebesar 27,30% menurun
0,59% dari tahun 2012 yang sebesar 27,89% dan masih belum dapat mencapai target
RPJMD tahun berkenaan. Panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer,
sekunder, tersier) tahun 2013 sebesar 63,72%. Angka ini meningkat 5,46% dari tahun
2012 yang sebesar 58,26%. Panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik tahun
2013 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun berkenaan. Jumlah
bangunan air dalam kondisi baik tahun 2013 sebesar 52,86% menurun jumlahnya
sebesar 5,73% dari tahun 2012 sebesar 58,59%. Jumlah bangunan air dalam kondisi
baik pada tahun 2013 belum dapat mencapai target RPJMD tahun berkenaan. Panjang
tanggul dalam kondisi baik pada tahun 2013 sebesar 37,28% menurun sebesar 4,34%
dari tahun 2012 sebesar 41,62% dan belum dapat mencapai target RPJMD tahun
berkenaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan infrastruktur dasar tersebut, untuk tahun-tahun ke depan
perlu penegasan penanganan kegiatan untuk pembangunan maupun
pemeliharaan/rehabilitasi infrastruktur. Keterbatasan sumber pendanaan untuk
pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah pemerintah
khusunya pemerintah daerah. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan
pendanaan pemerintah, baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah
melalui APBD. Untuk itu perlu adanya singkronisasi penanganan program dan kegiatan

yang pendanaannya dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD kabupaten.
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2) Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi

Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dari proyeksi pertumbuhan PDRB ADHK
sebenarnya mengalami peningkatan sebesar 0,13% . PDRB tahun 2013 sebesar 6,01% dari
tahun 2012 sebesar 5,88%, jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar
6,13%, nilai pertumbuhan PDRB tersebut belum dapat tercapai (hanya tercapai 98,05%),
hal ini disebabkan karena menurunnya kontribusi/ distribusi dua sektor dari tiga sektor
utama perekonomian daerah yaitu sektor pertanian sektor industri pengolahan (tahun
2012 sektor pertanian sebesar 46,26 % menurun menjadi 46,22 % ditahun 2013; sektor
insdustri pengolahan sebesar 8,99% menurun menjadi 8,85%). Secara sektoral semua
sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi oleh sektor
pertambangan dan galian (14,00%), sektor bangunan (12,96%), sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan (7,69%). Meskipun ke tiga sektor tersebut tumbuh cukup
tinggi namun kontribusinya yang relative kecil yaitu sektor pertambangan dan galian
(0,25%), sektor bangunan (3,01%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
(4,20%), ketiga sektor tersebut belum cukup mendorong laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Sambas. Sektor-sektor yang mengalami peranan yang cukup besar terhadap
perekonomian Kabupaten Sambas yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan
restoran, serta sektor industry pengolahan, Pertumbuhannya masing-masing 4,57%;
7,44%; dan 6,37%. Meskipun ketiga sektor tersebut pertumbuhannya kecil tetapi
kontribusi/distribusinya cukup besar (masing-masing 46,22%; 28,72% dan 8,85%),
sehingga ketiga sektor tersebut masih menjadi penggerak utama perekonomian daerah.
Laju inflasi kabupaten Sambas berdasarkan proyeksi tahun 2013 sebesar 5,89%. Inflasi
menjadi salah satu indicator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat
menggambarkan naik turunnya harga. Pada tahun 2013 diproyeksikan capaiannya sebesar
5,89% meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 5,41%. Inflasi yang tinggi
berarti terjadinya pelonjakan harga yang tajam dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini
bisa menunjukkan penurunan daya beli masyarakat, namun jika dibandingkan dengan
target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun berkenaan dengan laju inflasi sebesar 6,31%,
nilai capaiannya telah tercapai.

Nilai PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah) berdasarkan proyeksi di tahun 2013 sebesar
11,77 (juta Rupiah). Nilai ini meningkat dari tahun 2012 yang hanya sebesar 11,47 (juta
Rupiah) dan belum mencaai nilai dari target RPJMD tahun berkenaan sebesar 12,48 ( juta
Rupiah). Besarnya pendapatan regional perkapita dalam hal ini PDRB per kapita

merupakan salah satu inikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan

Bab Il | 53



[8  Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

penduduk. PDRB perkapita tercermin dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku.
Seiring meningkatnya PDRB, PDRB perkapita juga mengalami peningkatan . Pada tahun
2012 PDRB perkapita sebesar Rp. 14.904.788,19 di proyeksikan mengalami peningkatan
menjadi Rp. 16.120.619,03 atau naik sebesar 11,77% . Untuk lebih meningkatkan
pendapatan perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya
laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan, karena pada dasarnya laju
pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi
terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.

3) Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Beberapa capaian guna mengukur peningkatan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
yaitu diantaranya berupa Tanaman Pangan dengan Produktivitas Padi pada tahun 2013
sebesar 34,54 kw/ha meningkat sebesar 2,18 kw/ha dari tahun 2012 sebesar 32,36 kw/ha,
kondisi ini tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan. Produktivitas Kedelai pada
tahun 2013 sebesar 14,66 kw/ha meningkat sebesar 0,07 kw/ha dari tahun 2012 sebesar
14,59 kw/ha, kondisi ini tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan. Produktivitas
Jagung pada tahun 2013 sebesar 18,04,66 kw/ha meningkat sebesar 0,01 kw/ha dari tahun
2012 sebesar 18,03 kw/ha, kondisi ini belum tercapai dari target RPJMD pada tahun
berkenaan sebesar 20 kw/ha.

Untuk Peternakan, Jumlah Kambing pada tahun 2013 sebanyak 25.691 ekor bertambah
sebanyak 300 ekor dari tahun 2012 sebanyak 25.397 ekor, kondisi ini tercapai dari target
RPJMD pada tahun berkenaan. Jumlah Sapi pada tahun 2013 sebanyak 10.807 ekor
berkurang sebanyak 1,776 ekor dari tahun 2012 sebanyak 12.583 ekor, kondisi ini belum
tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan. Jumlah Ayam Pedaging pada tahun 2013
sebanyak 228.950 ekor berkurang sebanyak 5.350 ekor dari tahun 2012 sebanyak 234.300
ekor, kondisi ini belum tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan. Jumlah Itik pada
tahun 2013 sebanyak 297.922 ekor berkurang sebanyak 4.789 ekor dari tahun 2012
sebanyak 302.711 ekor, kondisi ini belum tercapai dari target RPJMD pada tahun
berkenaan.

Untuk ketersediaan dan Cadangan Pangan, pada indikator Ketersediaan Energi dan Protein
perkapita pada tahun 2013 sebesar 65,36% meningkat dari tahun 2012 dengan capaian
sebesar 52,40 %, akan tetapi kondisi ini belum tercapai dari target RPJMD pada tahun
berkenaan sebesar 70 % hal ini dikarenakan oleh kurangnya tenaga survey ketersediaan
energi dan protein perkapita. Namun secara swadaya ketersediaan energi dan protein
meningkat. Indikator Penguatan Cadangan Pangan Target yang dicapai pada tahun ini

adalah sebesar 48,13 % atau setara dengan 48,13 ton Beras. Jika dibandingkan dengan
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capaian target tahun kedua RPJMD yaitusebesar 50% maka riil capaian target ini sebesar
96,26%. Cadangan pangan daerah ini bersumber dari dana APBD, APBD I, dan APBN
Dekonsentrasi. Dari sumber dana APBD stok cadangan pangan sebanyak + 25 ton beras,
dari sumberdana APBD I stok cadangan pangan sebanyak +20 ton beras. Sedangkan yang
bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi melalui kegiatan LDPM sebanyak 3,125 ton
beras. Sehingga potensi cadangan pangan Kabupaten Sambas untuk tahun 2013 sebanyak
48,125 Ton Beras.

4) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa capaian guna mengukur peningkatan dibidang Kesempatan Kerja dan
Penanggulangan Kemiskinan yaitu diantaranya berupa Pencari Kerja yang ditempatkan
pada tahun 2013 sebesar 69,74% menurun sebesar 11,62% dari tahun 2012 sebesar
81,36%, kondisi ini belum tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan sebesar 90%.
Kondisi ini disebabkan karena pada tahun 2013 jumlah pencari kerja yang terdaftar jauh
lebih besar dari jumlah dari tenaga kerja yang ditempatkan, yakni sebesar 30,26 %
sebagian besar adalah pencari kerja yang mendaftar untuk keperluan persyaratan CPNS,
sehingga penempatan nya tergantung pada hasil tes CPNS. Dibandingkan dengan target
pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan, angka pencapaian 69, 74 % telah mendekati
target SPM yang ditetapkan Kemenakertrans RI sebesar 70 % atau lebih rendah
0,26 %.

Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja pertahun pada tahun 2013 sebesar 0,6% meningkat
sebesar 0,6% dari tahun 2012 yang tidak terjadi sengketa (0%), kondisi ini tercapai dari
target RPJMD pada tahun berkenaan sebesar 8%, perselisihan yang didaftarkan telah
dimediasi dan diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB).

Keselamatan dan Perlindungan Pekerja pertahun pada tahun 2013 sebesar 8,43%
meningkat sebesar 2,73% dari tahun 2012 yang sebesar 5,70%, kondisi ini belum tercapai
dari target RPJMD pada tahun berkenaan sebesar 30%.

Untuk Penanggulangan Kemiskinan diwakili dengan Persentase penduduk diatas garis
kemiskinan berdasarkan proyeksi pada tahun 2013 sebesar 91,79% meningkat dari tahun
2012 sebesar 91,12%, kondisi ini telah tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan
sebesar 91,63% atau dengan kata lain persentase penduduk miskin semakin menurun
dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2012 angka kemiskinan sebesar 8,88% di
proyeksikan tahun 2013 menjadi sebesar 8,21%).

2. VISISAMBAS BERPRESTASI

Pencapaian pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Sambas Pada tahun

2013 secara umum banyak difokuskan pada 2 Program Aksi daerah yaitu Pengembangan
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Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan. Indikator kinerja daerah yang ada meliputi :

1) Pengembangan Pendidikan

a.

Aspek kesejahteraan masyarakat disertai pula oleh tingkat pendidikan dan derajat
kesehatan masyarakat. Di urusan pendidikan beberapa indikator seperti: angka
melek huruf (umur 15-44 th) tahun 2013 sebesar 98,57% mengalami peningkatan
yang cukup signifikan dari tahun 2012 sebesar 97,85%. Nilai ini juga melampaui
target yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun berkenaan. APK SD/MI/Paket A
tahun 2013 sebesar 113,69% menurun dari capaian tahun 2012 sebesar 124,65%
dan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan. APK
SMP/MTs/Paket B tahun 2013 sebesar 85,79% menurun dari capaian tahun 2012
sebesar 97,08% dan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun
berkenaan. Untuk SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2013 sebesar 63,03% menurun
dari capaian tahun 2012 sebesar 71,53%, sehingga APK SMA/MA/SMK/Paket C
belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD tahun berkenaan. Pada
indikator angka pendidikan yang ditamatkan, untuk jenjang SD/MI tahun 2013
sebesar 5,35% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang hanya
sebesar 3,03%. Jenjang SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 1,63% menurun
dibandingkan tahun lalu sebesar 2,04%. Untuk jenjang SMA/MA/SMK sebesar
1,51% meningkat dari tahun 2012 sebesar 1,25%. Dari ketiga jenjang tersebut
untuk angka pendidikan yang ditamatkan pencapaian tahun 2012 Jenjang SMP/MTs
dan MA/MA/SMK masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan pada
RPJMD tahun berkenaan, untuk jenjang SD/MI telah mencapai target RPJMD yang
ditetapkan tahun berkenaan. Pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A sebesar 94,54% menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012
yang sebesar 99,71%. Demikian pula untuk APM SMP/MTs tahun 2013 sebesar
61,61% menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 87,97%. Sedangkan untuk
SMA/MA/SMK APM tahun 2012 sebesar 45,95% menurun dari tahun 2012 sebesar
55,49%. Angka APM pada semua jenjang pendidikan belum mencapai target yang
telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2013.

Aspek kesejahteraan masyarakat pada urusan kesehatan ditetapkan dengan ada 4
indikator kinerja meliputi : Angka Usia Harapan Hidup, Jumlah kasus kematian bayi
(berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu, jumlah kasus kematian ibu dan
persentase balita gizi buruk. Indikator jumlah kasus kematian bayi (berumur
kurang 1 tahun) pada tahun 2013 sebesar 108 jiwa. Meningkat 26 kasus kematian
dari tahun 2012 sebanyak 82 jiwa. Meningkatnya angka kematian bayi ini
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dikarenakan beberapa hambatan diantaranya kompetensi Tenaga Kesehatan yang
tersedia di Puskesmas PONED belum memadai untuk penatalaksanaan
kegawatdaruratan neonatal, sehingga system rujukan belum optimal, Pendidikan
Ibu dan kesehatan reproduksi masih rendah. Faktor pendidikan ibu juga
mempunyai pengaruh dari kasus kematian ibu, sebanyak 6,7% ibu tidak sekolah,
80% tamat SD dan 13,3% Tamat SMA. Pendidikan menentukan kuatnya preferensi
perempuan dalam memilih dan menentukan tenaga penolong persalinan, Usia
kawin muda, adanya faktor 4 T yaitu terlalu muda <20 tahun 1 org, terlalu tua >35
tahun 5 orang, terlalu banyak anak 4 orang, terjadinya anemia, penyakit menular
yaitu Tuberkulosis (TB) serta gangguan pembekuan darah (DIC). Anemia pada ibu
hamil tahun 2013 sebanyak 15,82 %. Anemia pada ibu hamil berdampak pada
kesehatan ibu dan anak dan Keterbatasan akses karena hambatan geografi dan
transportasi menjadi penyebab masih adanya persalinan di rumah dan persalinan di
bantu oleh dukun. Persalinan di rumah sebesar 46,67%, dan persalinan di RSUD
sebesar 46,67%. Kondisi geografis berkontribusi secara tidak langsung terhadap
kematian.
Indikator kinerja lainnya adalah jumlah kasus kematian ibu. Jumlah kasus ini pada tahun
2013 menurun menjadi 15 kasus dari 10.636 kelahiran hidup dibandingkan pada tahun
sebelumnya yang berjumlah 17 kasus. Kasus kematian ibu pada tahun 2013 ini belum
dapat mencapai target RPJMD yang ditargetkan dapat menekan jumlah kasus kematian
ibu sebanyak 13 kasus. Dengan hambatan yang menyebabkan masih tingginya kasus
kematian ibu adalah hampir serupa dengan persoalan yang dialami oleh tingginya
jumlah kasus kematian bayi . Untuk persentase balita gizi buruk, pada tahun 2013
sebesar 2,77%. Penanganan balita gizi buruk meningkat jika dibandingkan pada tahun
2011 sebesar 4% dan dapat mencapai target RPJMD. Berbagai upaya telah dilakukan
seperti pemantauan status gizi balita oleh petugas surveilens gizi sampai ke tingkat desa
dengan melibatkan sektor terkait dan masyarakat.
3. VISI SAMBAS MADANI
Pencapaian pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Sambas Pada
tahun 2013 secara umum difokuskan pada Program Aksi daerah yaitu Peningkatan
Reformasi Birokrasi (Tata Kelola Pemerintahan). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (tata
kelola pemerintahan) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini perlu mengedepankan
prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi

hukum, demokratisasi, transparansi dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan
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prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan
tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk
menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dibutuhkan langkah-langkah
yang strategis seperti : penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia aparatur yang didukung dengan sistem remunerasi yang
layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal serta terlaksananya sistem
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang
efektif dan efisien. Pelaksanaan Reformasi birokrasi selama tahun 2013 belum
sepenuhnya dapat berjalan baik yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan
pada masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi diantaranya adalah : ukuran organisasi birokrasi daerah yang cukup besar
dengan pendekatan pola maksimal dan jumlah pegawai yang cukup banyak. Sehingga
menyebabkan jumlah biaya birorasi lebih besar dibandingkan biaya belanja publik;
keterbatasan sumber daya; SKPD belum menyusun Standar Pelayanan Publik;
Penerapan SPM yang belum dilaksanakan oleh semua sektor.

Namun demikian, walau masih dihadapkan pada beberapa permasalahan tersebut,
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 dan 2013 telah dilakukan seperti :
melaksanakan Analisis Jabatan, membuat Raperda pelayanan publik, membuat SOP
Sekretariat Daerah, melaksanakan BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Sambas, yang
terlebih dahulu pada tahun 2010 dan 2011 sudah melaksanakan BLUD pada RSUD
Sambas dan RSUD Pemangkat serta pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (
PATEN) di 19 Kantor Camat seKabupaten Sambas.

Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan dan mencapai kondisi yang diinginkan
dalam Reformasi Birokrasi, ke depannya perlu untuk dilakukan upaya-upaya seperti
berikut : melakukan penataan dan penguatan organisasi; melakukan penataan
tatalaksana; melakukan penataan peraturan perundang-undangan baik untuk
kepentingan internal maupun peraturan pelaksanaannya melalui peraturan daerah,
peraturan bupati maupun keputusan Bupati; melakukan penataan sistem manajemen
aparatur dengan menciptakan sumber daya manusia aparatur yang handal dan
akuntabel; memperkuat pengawasan terhadap penerapan sistem dan aparat internal
pemerintah; memperkuat akuntabilitas kinerja SKPD/Unit kerja dan pemerintah
Kabupaten Sambas; meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman
modal; mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset) aparatur agar

sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi.
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2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

A. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Kecendrungan Meningkatnya Angka Putus Sekolah terutama di Pendidikan Dasar
Data yang belum ter-update sepenuhnya (Tidak Relevan dengan keadaan terkini)
Meningkatnya Kasus Kenakalan Remaja

Rendahnya Kompetensi Guru dan belum meratanya jumlah guru dengan sekolah
yang ada di Kabupaten Sambas yang menyebabkan pemanfaatan guru belum
sepenuhnya optimal.

Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha di bidang Pendidikan masih rendah.
Kurang Berimbangnya Porsi Pendanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Guna

Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sambas.

2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan SOP yang belum optimal.

Sebagian besar ibu balita tidak membawa bayinya ke posyandu setelah umur 1 tahun.
Defenisi operasional pelayanan anak balita yang harus memenuhi banyak item

Belum terintregasi antara pengelola program dan lintas sektor

Jumlah MP-ASI yang tidak mencukupi, serta akses balita sasaran MP-ASI yang cukup
sulit ke posyandu.

Sarana yang ada hingga akhir tahun 2013 masih dirasakan kurang bila dipandang
dari sisi standar pelayanan rumah sakit serta jika dipandang dari dari sudut ilmu
pengetahuan kedokteran dan perkembangan teknologi. Semakin tingginya kunjungan
pasien ke rumah sakit menyebabkan instalasi instalasi yang ada menjadi kurang
representatif karena semakin tidak dapat menampung jumlah pasien yang datang.
Informasi tentang administrasi pelayanan yang kurang tersosialisasi, terutama bagi
masyarakat miskin (Jamkesmas dan Jamkesda) yang ditanggung oleh pemerintah
daerah, hal ini sering menjadikan proses administrasi menjadi terhambat, sehingga
diperlukan kerja sama antar instansi terkait untuk meningkatkan konsolidasi dan
penyamaan persepsi tentang administrasi pelayanan jamkesda demi kenyamanan
pasien.

Hambatan dari sisi petugas adalah dari segi kuantitas dan kualitas SDM yang ada.

Jumlah tenaga yang masih kurang terutama tenaga dokter spesialis, paramedis
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keperawatan dan bidan. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap dilakukan melalui
pengiriman tenaga RSUD Sambas untuk melaksanakan pendidikan dalam rangka

meningkatkan pengetahuan dan jenjang pendidikan.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Belum optimalnya fungsi Laboratorium Lingkungan karena belum tersedia SDM yang
dapat mengoperasikan Laboratorium Lingkungan.

Belum tersedianya SDM yang memiliki spesialisasi khusus untuk mendukung
pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup seperti Analis Kimia.
Sarana prasarana untuk mendukung pemantauan pencemaran lingkungan masih
terbatas dan tidak optimal dalam memantau ke wilayah-wilayah di Kabupaten
Sambas terutama yang sulit dijangkau.

Masih lemahnya penegakan hokum bagi pencemar lingkungan.

Program pengelolaan lingkungan masih berjalan secara parsial.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Banyak kendaraan yang melewati jalan yang di bangun melebihi berat yang
direncanakan, sehingga akan mempengaruhi umur jalan.
Keterlambatanpenyelesaianpekerjaanfisik yang disebabkan karena faktor alam yang
tidak dapat di hindari diantaranya kondisi lapangan dan iklim/ cuaca dengan curah
hujan yang relatif tinggi yang mengakibatkan genangan air.

Cakupan Pelayanan air bersih perpipaan yang belum merata.

5. Urusan Penataan Ruang

Dalam penataan ruang seluruh sektor mempunyai peran yang strategis, koordinasi
antar sektor sangat diperlukan yang dilaksanakan melalui Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sambas, terutama yang terkait dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Dalam upaya percepatan penetapan Perda RTRW Kabupaten Sambas, dengan
keluarnya SK Menhut 936 Tahun 2013 tentang Kawasan Hutan (substansi Pola
Ruang) maka proses yang dilakukan saat ini adalah menyesuaikan substansi Pola
Ruang (pasal - pasal maupun pemataan) sesuai dengan SK Menhut 936. Belum
selesainya Perda RTRW Propinsi Kalimantan Barat juga berdampak pada proses
penyusunan RTRW kabupaten Sambas.

Belum adanya suatu Sistem Informasi Penataan Ruang Daerah sebagai sarana

publikasi kepada steakholder dan masyarakat.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi
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kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan
kegiatan.

Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring, dan
evaluasi pembangunan.

Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dan
banyaknya rencana kegiatan urgen yang diusulkan untuk dilaksanakan.

Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan
informasi.

Kuantitas dan kualitas SDM aparatur Bappeda yang masih perlu ditingkatkan.

7. Urusan Perumahan

Kurangnya tenaga teknis lapangan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya, Tata Ruang dan Perumahan untuk menginventarisir data serta
monitoringpenyelenggaraan pengembangan perumahan di Kabupaten Sambas.

Belum adanya penetapan terhadap Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten

Sambas

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan yang menyebabkan rendahnya
keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

Kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang masih perlu ditingkatkan..

9. Urusan Penanaman Modal

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor Penanaman Modal antara lain :

Kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang masih perlu ditingkatkan

Belum Optimalnya koordinasi antar instansi, masyarakat dan investor.

Terbatasnya sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik.

Terbatasnya kemampuan sistem/perangkat lunak guna menunjang kelancaran
kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Masih lemahnya kesadaran akan pentingnya Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan

Terpadu.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tingkat keaktifan anggota koperasi masih rendah.

Inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan produk yang berdampang pada
diversifikasi produk masih rendah.

Kesulitan akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha karena untuk

mengakses pembiayaan, pihak ketiga atau BUMN mensyaratkan agunan bagi setiap
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pembiayaan, sementara aset para pelaku UMKM umumnya belum bersertifikat.
Belum banyak tersedianya fasilitas pemasaran yang memadai, sehingga keinginan untuk
berusaha dan mengembangkan usahanya menjadi terhambat.
- Kualitas Produk yang belum memenuhi kebutuhan Konsumen
- Kurangnya Jalur Pemasaran Pruduk UMKM
- Kurangnya sarana pemasaran produk
- Tidak sinergisnya program kegiatan Pusat dan daerah
- Krisis energi menyebabkan kesulitan peningkatan kapasitas produksi karena
umumnya peningkatan kapasitas produksi diiringi oleh penggunaan teknologi yang
memerlukan tambahan energi cukup besar. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM
berpikir panjang jika ingin meningkatkan kapasitas usahanya, contoh dari usaha
mikro meningkat menjadi usaha kecil
- Infrastruktur yang menghambat jalur masuk dan keluar barang berupa bahan baku
produksi maupun hasil produksi menurunkan minat masyarakat untuk melakukan
usaha
- Keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di
kalangan pelaku UMKM sehingga akses pemasaran dan alih teknologi terbatas
- Kesulitan akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha karena untuk
mengakses pembiayaan, pihak ketiga atau BUMN mensyaratkan agunan bagi setiap
pembiayaan, sementara aset para pelaku UMKM umumnya belum bersertifikat.
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
- Minimnya peralatan dan perlengkapan sarana/prasarana, gedung/ruangan Kerja.
- Kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang masih perlu ditingkatkan..
12. Urusan Ketenaga Kerjaan
- Gedung BLK belum dapat difungsikan secara optimal.
- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja secara Kualitas dan Kuantitas belum
Memenuhi Standar Minimal Pelatihan.
- Jumlah Pencari Kerja yang dipersiapkan menjadi Tenaga Kerja Siap Pakai masih
sangat minim dibandingkan dengan dengan Jumlah Angkatan Kerja..
13. Urusan Ketahanan Pangan
- Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal
- Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Sulitnya pengembangan usaha home industri kelompok perempuan ;

- Rendahnya tingkat partisipasi ekonomi perempuan ;
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Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan ;

Rendahnya keterlibatan kaum perempuan di bidang politik dan pembangunan ;
Adanya ketidak adilan gender dalam bidang pembangunan dan publik.

Lemahnya pembinaan terhadap kader Posyandu ;

Penyebarluasan informasi Narkoba dan sek bebas belum dapat menjangkau
seluruh sasaran ;

Tingginya kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak;

Sulitnya memonitor korban yang disebabkan oleh kasus TKW illegal ;

Prioritas program dan kegiatan masih terpaku pada PERMENDAGRI No. 13 Tahun
2006, yang dirasakan kurang pas dengan kondisi wilayah.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Masih tingginya angka kelahiran ;

Balai penyuluhan KB belum dimanfaatkan secara optimal ;

Belum optimalnya penggunaan Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK) dan KIE
KIT dalam kegiatan konseling KB ;

Masih rendahnya pemahaman PUS Muda akan manfaat KB secara luas sebagai alat
pengatur kelahiran ;

Rendahnya peserta KB Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya kesertaan pria
dalam ber KB ;

Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR,
BKL dan PIK-R) ; dan

Lemahnya pembinaan dari koordinator KB terhadap kelompok kegiatan yang telah

ada.

16. Urusan Perhubungan

Minimnya peralatan dan perlengkapan sarana / prasarana, gedung/ruangan
kerja.

Kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang masih perlu ditingkatkan.

Belum optimalnya fungsi dari Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor hal ini
disebabkan oleh minimnya sarana dan prasaran yang ada, sehingga perlu untuk
ditingkatkan.

Minimnya ketersediaan lahan parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perlu adanya payung hukum terhadap keberadaan TV Daerah Kabupaten
Sambas.

Perlu adanya peningkatan jaringan telekomunikasi khususnya pada
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daerah Perbatasan.

Kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang masih perlu ditingkatkan.

18. Urusan Pertanahan

Perlu adanya sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Pertanahan
serta aturan terkait Kewenangan pemberian izin membuka tanah (lahan) guna
menghindari sengketa tanah yang dapat pemicu konflik di masyarakat.

Tanah yang ditawarkan oleh pemilik tanah melebihi/jauh di atas standar harga
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas dan Penilaian Tim
Appraisal/Lembaga Independent Penaksir Harga Ganti Rugi Tanah (Jasa
Konsultasi Penaksiran Harga Tanah untuk Pengadaan tanah bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten Sambas).

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kegiatan yang dilaksanakan belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat
karena luasnya cakupan wilayah binaan.
Masih banyak masyarakat yang belum memahami program Kantor Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

Realisasi perkara yang ditangani/gugatan melalui pengadilan melebihi target yang
telah direncanakan yakni sebanyak 5 (lima) perkara dari 2 (dua) perkara yang
semula ditargetkan. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh besar terhadap
kemampuan pendanaan/anggaran, padahal semula dukungan pendanaan hanya
diperuntukan untuk 2 (dua) perkara saja.

Masih terdapat sengketa di luar maupun di dalam pengadilan yang harus
diselesaikan. Terhadap permasalahan ini, maka penganggaran dan pemograman
kegiatan ini harus tetap dilakukan.

Banyaknya PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Kepala Desa yang
menghadapi permasalahan hukum (pidana), sementara pendampingan yang
dilakukan untuk kasus pidana yang melibatkan PNS dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Sambas dan Kepala Desa tersebut masih bersifat litigasi karena dibatasi
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belum optimalnya kegiatan fasiltasi sosialisasi peraturan perundang-
undangan/penyuluhan hukum pada kecamatan - kecamatan.

Masih kurangnya pemahaman SKPD akan pentingnya penyusunan Program

Legislasi Daerah yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya Peraturan Daerah
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dan Peraturan Bupati.

Terkait dengan asistensi pengkajian Rancangan Peraturan Desa, permasalahan
utama yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah masih banyaknya aparatur desa
yang belum memahami benar tata cara pembentukan Peraturan Desa, dan masih
belum optimalnya peran Kecamatan dalam melakukan pembinaan menyangkut
materi produk hukum desa.

Kurangnya sarana penunjang kerja, terutama sarana dan prasarana penunjang
kegiatan pendokumentasian.

Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam mengikuti Bimtek dan pelatihan

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

21. Urusan Pemberdayaan Masyrakat dan Desa

Kurangnya personil, sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas di bidang
Humas, Pengolahan Data Elektronik sertaSandi dan Telekomunikasi.

Banyaknya iklan ucapan yang sifatnya insidentil yang harus diterbitkan oleh
Pemkab. Sambas di media cetak.

Perlu adanya Pelatihan tenaga admin serta pembaharuan pada Website Pemerintah
Kabupaten Sambas.

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi saat ini masih di lokasi Eks Kantor Bupati
Sambas, sehingga pelayanan dibidang administrasi surat menyurat dan
penyampaian informasi ke kecamatan kurang efektif.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap cara kerja atau proses
birokrasi di pemerintahan, secara langsung menuntut peningkatan kemampuan
SDM dibidang IT dimana saat ini SDM Pegawai dibidang IT masih kurang.

Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penerapan teknologi IT di
pemerintahan dalam rangka menciptakan koordinasi dan keterpaduan penerapan

dan pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Sambas.

22. Urusan Sosial

Pada sektor Sosial, ada beberapa permasalahan yang dihadapi seperti :

Belum maksimalnya bantuan yang disalurkan akibat banyaknya permohonan
bantuan dari masyarakat dan bantuan kepada penyandang cacat.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan urusan sosial masih

kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas.

23. Urusan Kebudayaan

Dalam menyusun Program Kerja Belum di dukung oleh data yang akurat dan informasi
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serta kelemahan dalam memahami peraturan perundang-undangan sebagai aturan
pelaksanaan, belum terkoordinasinya program dan kegiatan baik di dalam lingkungan
sendiri maupun dengan pihak luar sehingga dalam pencapaian tujuan dan sasaran

masih bersifat parsial.

24. Urusan Statistik

Data merupakan hal yang paling penting dalam proses perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi namun masih ada SKPD yang belum optimal mengelola data dan
beberapa masih terdefragmentasi sehingga apabila data tersebut diperlukan dengan
cepat menjadi terkendala atau terhambat.

Penyampaian data-data oleh beberapa SKPD tidak sesuai dengan jadwal permintaan
yang telah ditentukan, sehingga menjadi kendala dalam pengembangan data dan

informasi statistik.

25. Urusan Kearsipan

Tidak adanya gedung kantor, depo arsip dan ruang baca perpustakaan yang
representatif beserta sarana perlengkapannya seperti : Meubeler kantor, Lemari
tahan api, Perangkat komputer

Belum tersedianya SDM kearsipan dan perpustakaan yang berkompeten (Arsiparis
dan Pustakawan) untuk pengelolaan arsip dan perpustakaan.

Tidak adanya Sarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan berupa
mobil operasional untuk penarikan arsip.

Belum tersedianya tenaga instruktur/ahli di bidang kearsipan pada lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sambas.

26. Urusan Perpustakaan

Tidak adanya gedung kantor, depo arsip dan ruang baca perpustakaan yang
representatif beserta sarana perlengkapannya seperti :

Meubeler kantor

Lemari tahan api

Perangkat komputer

Belum tersedianya SDM kearsipan dan perpustakaan yang berkompeten (Arsiparis

dan pustakawan) untuk pengelolaan arsip dan perpustakaan.

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai (irigasi, JUT dan saprodi),

keterbatasan sumberdaya manusia serta kesulitan Aksesibilitas antar lokasi kegiatan.
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2. Urusan Kehutanan
kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung operasional, belum
memadainya sarana dan prasarana kantor baik dari gedung maupun ruangan,
kurangnya kendaraan dinas, kurangnya fasilitas lain yang dapat memperlancar dari
pelaksanaan tugas tersebut maupun keterbatasan sarana dan prasarana untuk petugas
lapangan dalam mendukung operasinal kegiatan. Disamping itu, dalam hal Sumber daya
manusia perlu ditingkatkan mutu Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Sambas.
3. Urusan ESDM
Di dalam melaksanakan keseluruhan Program dan Kegiatan Bidang ESDM didapati
permasalahan yaitu Terbatasnya jumlah personil di bidang ESDM sehingga kinerja tidak
maksimal.
4. Urusan Pariwisata
Tahun 2013 Kabupaten Sambas ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara
Festival Seni Budaya Melayu (FSBM) tingkat propinsi Kalimantan Barat.
Penyelenggaraan FSBM dan beberapa pagelaran acara hiburan serta peningkatan
promosi destinasi wisata mampu mendukung pencapaian indikator sektor pariwisata
yang diukur dari kunjungan wisatawatan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB. Capaian kinerja kunjungan wisatawan 61,5% dan kontribusi sektor pariwisata
terhadap pdrb 0,41 %, keduanya diatas target RPJMD.
5. Urusan Kelautan dan Perikanan
- Permasalahan yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan tidak terlalu
signifikan. Harga Satuan Umum (HSU) yang tidak sesuai dengan pelaksanaan
anggaran, sedangkan untuk pengadaan barang lainnya hampir tidak ada kendala.
6. Urusan Perdagangan
- Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana serta personil dalam melaksanakan
pembinaan di lapangan
- Kondisi wilayah pembinaan yang luas.
- Tidak memiliki agunan untuk mendapatkan modal usaha.
- Kurangnya kesadaran pelaku industri dalam bidang perizinan sehingga hanya
sedikit perajin yang bersedia untuk membuat izin industri setiap tahunnya.
- Adanya kesulitan untuk memperoleh bahan baku yang dialami oleh beberapa IKM
dimana terkadang bahan baku tersebut harus didatangkan dari luar daerah.
- Krisis energi baik listrik maupun air sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas

produk dan beralih ke teknologi yang lebih maju.
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Masih rendahnya akses terhadap promosi yang menjangkau semua tingkatan

konsumen yang diinginkan.

7. Urusan Industri

Belum banyak tersedianya fasilitas pemasaran yang memadai, sehingga keinginan
untuk berusaha dan mengembangkan usahanya menjadi terhambat.

Kualitas Produk yang belum memenuhi kebutuhan Konsumen serta kurangnya jalur
Pemasaran Produk UMKM

Tidak sinergisnya program kegiatan Pusat dan daerah

Krisis energi menyebabkan kesulitan peningkatan kapasitas produksi karena
umumnya peningkatan kapasitas produksi diiringi oleh penggunaan teknologi yang
memerlukan tambahan energi cukup besar. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM
berpikir panjang jika ingin meningkatkan kapasitas usahanya, contoh dari usaha
mikro meningkat menjadi usaha kecil

Infrastruktur yang menghambat jalur masuk dan keluar barang berupa bahan baku
produksi maupun hasil produksi menurunkan minat masyarakat untuk melakukan
usaha.

Keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di
kalangan pelaku UMKM sehingga akses pemasaran dan alih teknologi terbatas
Kesulitan akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha karena untuk
mengakses pembiayaan, pihak ketiga atau BUMN mensyaratkan agunan bagi setiap

pembiayaan, sementara aset para pelaku UMKM umumnya belum bersertifikat.

8. Urusan Ketransmigrasian

Minimnya infrastruktur jalan di lokasi transmigrasi.

Minimnya Sarana Air Bersih (SAB) dan Sanitasi di lokasi transmigrasi.

Minimnya sarana penerangan listrik di lokasi transmigrasi.

Masih terdapat tumpang tindih lahan transmigrasi dengan lahan pertanian
masyarakat.

Lahan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah belum disertifikasi.

Lahan Perkarangan dan Lahan Usaha Warga Transmigrasi belum disertifikasi.

Lahan untuk Kota Terpadu Mandiri (KTM) Gerbang Mas Perkasa belum ada
pelaksanaan pembebasan lahan.

Bantuan dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif bagi warga

transmigrasi masih diperlukan .
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